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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya jualah sehingga kami dapat menetapkan Rencana Strategi Tahun 

2021-2026. Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dengan 

Visi “Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 

Berkeadilan berlandaskan Iman dan Taqwa” memberikan gambaran yang sangat 

penting bagi pemerintah daerah dalam pembangunan nasional lima tahun 

kedepan.  

Berpedoman pada Rencana Strateis ini, seluruh aparatur dilingkungan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 

dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan 

seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan 

ini dapat diukur dengan mudah.  

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini, semoga kerjasama 

dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang. 

 

Tanjung Balai Karimun,       Desember 2021 

 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karimun, 
 
 
 
 
Dr. Sularno, M.Si. 
NIP. 19701026 199201 1 001 
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BAB I 

 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

encana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu  (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026 

adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai dalam kurun waktu  5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi 

dari DPMPTSP dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. 

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan 

sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Karimun Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan 

induk di Kabupaten Karimun. 

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun 

Nomor 7 Tahun 2016, tugas dan fungsi Dinas Penanam Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah yaitu merumuskan kebijakan 

teknis  pelayanan terpadu dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman 

modal, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada 

potensi daerah. Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu 

mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga 

untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan 

untuk mensejahterakan rakyat setempat. Dengan kemampuan itu maka 

Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi pelaku utama pembangunan. 

Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu 

Pintu di Kabupaten Karimun diharapkan dapat mempercepat upaya 

mensejahterakan rakyat karimun, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah 

melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan 

mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna 

meningkatkan profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja 

sebagai wirausaha yang mandiri. 

Dengan basis kondisi dan potensi daerah yang akurat, maka pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya yang tersedia dapat direncanakan secara lebih 

efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian 
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Visi Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten 

Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan berlandaskan Iman 

dan Taqwa”. 

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 telah 

diselaraskan dengan kebijakan Bupati Karimun terpilih yang tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026 

yang berisi program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi 

kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek 

pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana 

dimaksud dalam Misi ke -1 (satu) Bupati Karimun terpilih yaitu Meningkatkan 

Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal. 

 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum yang melatar belakangi kegiatan Penyusunan Renstra 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 

2016-2021 ini adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

3902), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5589); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025; 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karimun Tahun 2007 Nomor 19); 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Pelaksanaan Penggarustaman Gender Dalam Pembangunan (lembaran 

Daerah Kabupaten Karimuntahun 2015 nomor 6); 

q. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah 

Kabupaten Karimun Nomor 3); 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten 

Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3); 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Karimun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 

Nomor 7); 

t. Peraturan Bupati  Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana 

strategis Perangkat Daerah (Renstra) Daerah Kabupaten Karimun Tahun  

2021-2026;  

u. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Karimun Tahun 2016 Nomor 38). 
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN  

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 2021-2026 adalah menyediakan informasi mengenai  rencana 

jangka menengah Tahun 2021-2026 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan 

kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal dan Pelayanan 

untuk kurun waktu lima tahunan secara terencana, terarah, terpadu dan 

berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. 

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 2021–2026 adalah : 

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan antara Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 

Tahun 2021-2026 dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2021–2026 dalam rangka 

pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan 

sub kegiatan pembangunan bidang penanaman modal yang sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Karimun. 

2. Memberikan pedoman perencanaan dalam penyusunan rencana kerja 

DPMPTSP selama lima tahun. 

3. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukanpengendalian dan evaluasi 

pemangunan bidang penanaman modal, sehingga pelaksanaan kebijakan 

dan program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta 

mempunyai sasaran yang jelas, menumbuh kembangkan budaya organisasi 

yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai 

budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha. 

 

1.4.  SISTEMATIKA PENULISAN  

 

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu PIntu Kabupaten Karimun, disusun sesuai dengan 

Permendagri No 86 Tahun 2017 pasal 110.  Adapun sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB I.  PENDAHULUAN. 

Bab ini berisi tentang latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan 

Tujuan dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 

Bab ini berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumber Daya Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kinerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  

 

 

BAB III.  PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL   

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dab Fungsi 

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.   

 

BAB IV.  TUJUAN  DAN SASARAN 

Bab  ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah  Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan 

Karimun. 

 

BAB V.  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN   

Bab ini berisi rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, 

dalam menyusun program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan 

yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organitation 

progress. 

 

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. 

 Pada Bab ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

 

BAB VII. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD 

Pada Bagian ini di kemukakan indiKator kinerja OPD yang secara 

langsung mengacu pada kinerja yang akan di capai daerah dalam lima 

tahun kedepan sekaligus sebagai komintmen untuk mendukung  

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

BAB VIII. PENUTUP 

Ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam 

mengimplementasikan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021-202 
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BAB II 
 

 

 
 
 
 

erdasarkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan tata 

Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu adalah  instansi daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.  

 

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tugas dan 

fungsi sebagai berikut : 

 

2.1.1  Tugas Pokok 

a. Merumuskan kebijakan teknis operasional daerah di bidang bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

b. Merumuskan penyusunan rencana dan program kerja daerah di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu : 

b1. Menyelenggarakan fungsi   penanaman modal  sesuai   dengan  

ketentuan perundang-undangan; 

b2. Menyelenggarakan  perizinan  dan  nonperizinan yang   proses   

pengelolaannya   mulai  dari tahap  permohonan sampai tahap 

terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu  

dan satu tempat; 

b3. Melaksanakan koordinasi, pengendalian,  pembinaan  dan   

pengembangan     teknis    operasional     daerah      dibidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; dan 

d. Melaksanakan kegiatan lain di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu yang ditugaskan oleh Bupati. 

 

 

  

 
 
 

 

Pada Bab ini, diuraikan tentang Tufoksi serta  
Sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan  
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2.1.2  Fungsi 

a. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang yang proses 

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya 

dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat:  

a1. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penanaman modal 

sesuai ketentuan perundang-undangan; 

a2. Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugas; dan 

b. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. 

 

STRUKTUR ORGANISASI 
 

 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu  Kabupaten Karimun terdiri dari Kepala Dinas (Pejabat eselon II), 

Sekretaris (Pejabat eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang 

Kepala Sub Bagian, dan 9 (Sembilan) orang Kepala Seksi, dengan susunan 

organisasinya sebagai berikut : 

 

A. Kepala Dinas 

 

B. Sekretariat, membawahi :  

a. Sub. Bagian Umum Kepegawaian; 

b. Sub. Bagian Perencanaan; dan 

c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset. 

 

C. Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal, membawahi : 

a.  Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan  

  b.  Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal. 

 

D. Bidang Data, Informasi  dan    Pengendalian   Penanaman   Modal,  

membawahi : 

a. Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan 

b. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal. 

 

E. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi : 

a. Kepala Seksi Perizinanan dan Non Perizinan I; 

b. Kepala Seksi Perizinanan dan Non Perizinan II; dan 

c. Kepala Seksi Perizinanan dan Non Perizinan III. 

 

F.  Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan, membawahi : 

a.   Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; dan 

b.   Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan. 
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STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  

PINTU KABUPATEN KARIMUN 
 

 
 
 
Secara  garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah 

sebagai berikut : 

 
a. Sekretariat 

 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis 

ketatausahaan yang meliputi urusan administrasi umum, kepegawaian, 

perencanaan, keuangan dan asset, serta koordinasi penyelenggaraan tugas 

di lingkungan dinas. dengan uraian tugas sebagai berikut : 

a. Mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis 

sekretariat; 

b. Mengusulkan penyusunan rencana dan program kerja sekretariat; 

c. Melaksanakan pengelolaan pelayanan umum dan kepegawaian;  

d. Melaksanakan pengelolaan perencanaan dinas; 

e. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset; 

f. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Sekretariat; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

 Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) sub bagian Masing-masing Sub 

Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Adapun sub bagian tersebut 

adalah : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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    Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan yang 

meliputi administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggaan, 

ketatalaksanaan, dan kepegawaian Dinas, dengan uraian tugas 

sebagai berikut : 

a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk 

teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 

c. Melaksanakan urusan administrasi umum, tata usaha dan 

kearsipan; 

d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan 

lingkungan kantor; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan, telaahan dan evaluasi 

kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana 

kebutuhan dan pengembangan pegawai; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan dan proses 

administrasi/pembinaan kepegawaian; 

h. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

2. Sub Bagian Perencanaan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan 

penyusunan laporan di bidang perencanaan, dengan uraian tugas 

sebagai berikut :  

a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk 

teknis Sub Bagian Perencanaan; 

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian 

Perencanaan; 

c. Melaksanakan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan 

dinas secara manual dan/atau elektronik; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana 

program/kegiatan dinas secara manual dan/atau elektronik; 

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Sub Bagian Perencanaan; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 
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3. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pelaporan di 

bidang keuangan dan asset, dengan uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk 

teknis Sub Bagian Keuangan dan aset; 

b. Menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan 

aset; 

c. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset; 

d. Melaksanakan penyusunan laporan pertangungjawaban keuangan 

dan aset; 

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

b. Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal  

Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas 

pokok melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan bidang perencanaan dan promosi 

penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas 

sebagai berikut : 

a. Mengusulkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan 

tugas Bidang Perencanan dan Promosi Penanaman Modal; 

b. Mengusulkan penyusunan rencana dan program kerja Bidang 

Perencanan dan Promosi Penanaman Modal; 

c. Melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, 

rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal 

lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; 

d. Melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan 

iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan 

usaha lingkup daerah; 

e. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi 

penanaman modal; 

f. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 
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Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari dua 

seksi. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal 

Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

pengendalian kegiatan perencanaan penanaman modal, uraian tugas 

sebagai berikut : 

a. Menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis 

pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi 

Perencanaan Penanaman Modal; 

c. Melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; 

d. Melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan wilayah; 

e. Melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

deregulasi/kebijakan penanaman  modal  lingkup daerah 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

f. Melaksanakan pengkajian pengembangan potensi dan peluang 

penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan 

usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah; 

g. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

2. Seksi Promosi Penanaman Modal. 

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

pengendalian kegiatan promosi (pemasaran) penanaman modal, Uraian 

tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis 

pelaksanaan tugas Seksi Promosi Penanaman Modal; 

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Promosi 

Penanaman Modal; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan informasi dan publikasi promosi; 
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d. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana yang menunjang 

pelaksanaan kegiatan promosi; 

e. Melaksanakan pelaksanaan promosi dalam rangka menarik investor 

dalam dan luar negeri;  

f. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

c. Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal 

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai 

tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan datadan sistem teknologi 

informasi serta pengendalian dan pengawasan di bidang penanaman modal 

yang menjadi kewenangan daerah, dengan Uraian tugas sebagai berikut : 

a. Mengusulkan penyusunan perumusan pedoman dan petunjuk teknis di 

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal; 

b. Mengusulkan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Data, 

Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal; 

c. Melaksanakan kegiatan verifikasidan/atau validasi pengolahan dan 

penyajian data perizinan dan non perizinan penanaman modal baik 

secara manual maupun elektronik; 

d. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan 

sistem teknologi informasi; 

e. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelayanan nonperizinan penanaman 

modal; 

f. Melaksanakan pengelolaan penyusunan rencana pengendalian dan 

pengawasan penanaman modal; 

g. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri 

dari dua seksi masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal 

      Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai 

tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi di bidang 

penanaman modal serta pengelolaan sistem teknologi informasi, 

dengan uraian tugas sebagai berikut : 
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a. Menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis 

pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Penanaman Modal; 

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi 

Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; 

c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal baik secara 

manual maupun elektronik; 

d. Melaksanakan pengelolaan pembangunan dan pengembangan 

sistem teknologi informasi; 

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

2. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal 

Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai 

tugas menyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, 

fasilitas, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaksanaan, pengendalian 

dan pengawasan penanaman modal, dengan uraian tugas sebagai 

berikut :   

a. Menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis 

pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman 

Modal; 

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi 

Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal; 

c. Melaksanakanpenyusunananalisadanevaluasipelayananbidangpenan

aman modal; 

d. Melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal; 

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam upaya 

pelaksanaan operasional di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan 

yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut : 

a. Mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis 

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; 



 

 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Karimun 
 

 15 

  

b. Mengusulkan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan; 

c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan, verifikasi dan/atau 

validasi perizinan dan nonperizinan; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam 

rangka pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan; 

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari tiga seksi 

masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan,  terdiri dari tiga seksi : 

1. Seksi Perizinan dan Nonperizinan I 

      Seksi Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas pokok 

melaksanakan  kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis 

administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan I sektor 

perdagangan, perindustrian, ekonomi, tenaga kerja dan pariwisata 

yang menjadi kewenangan daerah, dengan Uraian tugas sebagai 

berikut : 

a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk 

teknis Seksi Perizinan dan Nonperizinan I; 

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi 

Perizinan dan Nonperizinan I; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta 

pengolahan data pelayanan Seksi Perizinan dan Nonperizinan I; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan 

instansi teknis dalam rangka pelayanan pada Seksi Perizinan dan 

Nonperizinan I; 

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Seksi Perizinan dan Nonperizinan I; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

2. Seksi Perizinan dan Nonperizinan II 

Seksi Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas pokok 

melaksanakan  kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis 

administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan II sektor 
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perhubungan dan  kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, 

dengan uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk 

teknis Seksi Perizinan dan Nonperizinan II; 

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi 

Perizinan dan Nonperizinan II; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta 

pengolahan data pelayanan Seksi Perizinan dan Nonperizinan II; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan 

instansi teknis dalam rangka pelayanan pada Seksi Perizinan dan 

Nonperizinan II; 

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Seksi Perizinan dan Nonperizinan II; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

3. Seksi Perizinan dan Nonperizinan III 

Seksi Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas pokok 

melaksanakan  kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis 

administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan III sektor 

pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, perikanan, 

pertanian dan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, dengan 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk 

teknis Seksi Perizinan dan Nonperizinan III; 

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi 

Perizinan dan Nonperizinan III; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta 

pengolahan data pelayanan Seksi Perizinan dan Nonperizinan III; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan 

instansi teknis dalam rangka pelayanan pada Seksi Perizinan dan 

Nonperizinan III; 

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Seksi Perizinan dan Nonperizinan III; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

e.   Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam 
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upaya pelaksanaan operasional bidang pengaduan publik, informasi, 

konsultasi layanan, penyusunan kebijakan dan harmonisasi dalam pelayanan 

perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah. Uraian tugas 

sebagai berikut : 

a. Mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis 

Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan; 

b. Mengusulkan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengaduan 

dan Kebijakan Layanan; 

c. Melaksanakan identifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi dan 

konsultasi layanan perizinan dan nonperizinan, baik secara lisan, tulisan 

dan/atau elektronik; 

d. Melaksanakan pelaksanaan penyusunan kebijakan, harmonisasi dan 

pemberian advokasi layanan dalam menyelenggarakan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

e. Melaksanakan sosialisasi penyuluhan kebijakan layanan kepada instansi 

terkait dan pelaku usaha; 

f. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari dua 

seksi masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

1. Seksi Pengaduan, Pelaporan dan Informasi Layanan 

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan penyusunan petunjuk teknis operasional 

pelaksanaan dibidang Pengaduan dan Informasi Layanan, dengan uraian 

tugas sebagai berikut :  

a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk 

teknis Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengaduan 

dan Informasi Layanan; 

c. Melaksanakan administrasi penanganan pengaduan, informasi dan 

konsultasi layanan baik secara manual dan/atau elektronik; 

d. Melaksanakan pengolahan data perizinan dan nonperizinan; 

e. Melaksanakan pengelolaan dan pengkajian kualitas pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 
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f. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan penyusunan petunjuk teknis operasional 

pelaksanaan kebijakan dan penyuluhan layanan, dengan uraian tugas 

sebagai berikut :  

a. Melaksanakan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk 

teknis Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; 

b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi 

Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; 

c. Menyiapkan pengkajian dan pengolahan (simplifikasi, sinkronisasi) 

bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi 

pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi dalam 

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 

d. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi penyuluhan kebijakan layanan 

kepada instansi terkait dan pelaku usaha; 

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan. 

 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas  merupakan unsur pelaksana teknis 

operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu.  

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

    

2.2 SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 
 

2.2.1 Sumber Daya  Manusia (SDM) DPMPTSP  

Sampai dengan November 2021, sumber daya manusia di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 60 

orang pegawai yang terdiri dari pegawai Negeri Sipil 35 orang dan 24 orang 

tenaga kontrak. Untuk kedudukan sekretaris dan Kabid Perencanaan dan 

Promosi Penanaman Modal belum definitif masih Plt, adapun Kondisi pegawai 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 

Tahun 2021 adalah sebagai Berikut : 
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Tabel 2.1 

Jumlah dan Distribusi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Karimun 
Tahun 2021 

 
 

NO 
STRUKTUR JABATAN/ 

KEPEGAWAIAN 

KONDISI SAAT INI 

JUMLAH 
(orang) 

STATUS PENDIDIKAN 

1. Kepala Dinas 1 PNS S.3 Ilmu Administrasi 

2. Sekretaris 1 PNS S.1 Manajemen 

 Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

   

 Kepala Sub Bagian 1 PNS D3. Komputer 
Administrasi dan 
Kesekretarisan 

 Pelaksana 3 PNS S.1 Ilmu 
Pemerintahan, 
SMEA, SMK 

7 Pegawai 
Kontrak 

S.1 Pendidikan Guru 
SD, S.1 Akuntansi, 
SLTA, SMU, SMA 

 Sub Bagian Perencanaan    

 Kepala Sub Bagian 1 PNS S.1 Manajemen 

 Pelaksana 1 PNS S.1 Ilmu 
Pemerintahan 

2 Pegawai 
Kontrak 

S.1 Administrasi 
Negara , S.1 
Akuntansi 

 Sub Bagian Keuangan dan Aset    

 Kepala Sub Bagian 1 PNS S.2 Perencanaan dan 
Kebijakan Publik 

 Pelaksana 5 PNS SMA, SMU, SMK, 
SLTA 

3. Kepala Bidang Perencanaan 
dan Promosi  Penanaman 
Modal 

1 PNS S.2 Manajemen 
Pendidikan 

 Seksi Perencanaan PM    

 Kepala Seksi 1 PNS S.1 Manajemen, 
Kekhususan 
Manajemen 
Pariwisata 

 Pelaksana 1 CPNS S.1 Ekonomi Bisnis 

 Seksi Promosi PM    

 Kepala Seksi 1 1 S.1 Ekonomi dan 
Pembangunan 

 Pelaksana 1 PNS SMK 

1 Pegawai 
Kontrak 

S.1 Ilmu 
Pemerintahan 

4. Kepala Bidang Data, Informasi 
dan Pengendalian PM 

1 PNS S.2 Ekonomika 
Pembangunan 

 Seksi Pelaksanaan dan 
Pengendalian PM 

   

 Kepala Seksi 1 1 S.1 Hubungan 
Internasional 

 Pelaksana 1 PNS S.1 Akuntansi 

  1 Pegawai 
Kontrak 

S.1 Ilmu 
Pemerintahan 

 Seksi Pengolahan Data dan 
Informasi PM 

   

 Kepala Seksi 1 PNS S.1 Ilmu Administrasi 
Negara 
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 Pelaksana 1 PNS D.III Manajemen 
Informatika 

1 Pegawai 
Kontrak 

S.1 Sistem Komputer 

5. Kepala Bidang Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan 

1 PNS S.1 Manajemen 

 Seksi Perizinan dan Non 
Perizinan I 

   

 Kepala Seksi 1 PNS S.1 Ilmu Administrasi 
Negara 

  2 Pegawai 
Kontrak 

S.1 Administrasi 
Negara, S.1 Ilmu 
Hubungan 
Internasional 

 Seksi Perizinan dan Non 
Perizinan II 

   

 Kepala Seksi 1 PNS S.2 Manajemen 
Publik 

 Pelaksana 1 Pegawai 
Kontrak 

S.1 Administrasi 
Negara 

 Seksi Perizinan dan Non 
Perizinan III 

   

 Kepala Seksi 1 PNS S.1 Administrasi 

Negara 

 Pelaksana 1 PNS SMA 

1 Pegawai 
Kontrak 

S.1 Ekomoni 
Manajemen 

6. Kepala Bidang Pengaduan dan 
Kebijakan Layanan 

1 PNS S.2 Administrasi 
Publik 

 Seksi Pengaduan dan Informasi 
Layanan 

   

 Kepala Seksi 1 PNS SLTA 

 Pelaksana 3 PNS S.1 Pendidikan 
Bahasa Inggris, SMU, 
SLTA 

5 Pegawai 
Kontrak 

S.1 Akuntansi, S.1 
Administrasi Negara, 
S.1 Ilmu 
Pemerintahan 

 Seksi Kebijakan dan 

Penyuluhan Layanan 

   

 Kepala Seksi 1 PNS SLTA 

 Pelaksana 2 PNS D.III Keperawatan, 
S.1 Ilmu Komunikasi 

  2 Pegawai 
Kontrak 

D.III Bahasa Jepang, 
D.III Analisis Kimia 
dan Pengelolaan 
Lingkungan Industri 

Jumlah 60   

               Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2021 
 
 
 

 

Tabel 2.2 
PNS DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan 

Pangkat dan Golongan 
 

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH 

1 Golongan IV 5 

2 Golongan III 21 

3 Golongan II 10 

Jumlah 36 

           Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2021 
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Tabel 2.3 
 

Pegawai ASN DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan 
Jenjang Pendidikan 

 

NO 
JENJANG 

PENDIDIKAN 
PNS 

Pegawai 
Kontrak 

JUMLAH % 

1 SMA/ Sederajat/ D-1 14 8 22 36.66 

3 D-3 3 2 5 8.33 

4 S-1 / D-4 14 14 28 46.66 

5 S-2 4 - 4 6.66 

6 S-3 1 - 1 1.66 

Jumlah 36 24 60 100 % 
           Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2021 
 

 

 

Tabel 2.4 
 

Kondisi Pegawai Berdasarkan Gender 
 

NO JUMLAH PEGAWAI 
JENIS KELAMIN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1. 

59 Pegawai 30 Pegawai 30 Pegawai 

Jumlah % 50 % 50 % 

Perbedaan Gender - 

 

 

2.2.2 Aset atau Modal DPMPTSP 

 

Aset yang dipergunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karimun sebagai sarana 

dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah 

yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana prasarana kerja 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Standarisasi peralatan kerja menjadi acuan pengadaan peralatan kerja DPMPTSP 

Kabupaten Karimun. Sampai dengan bulan November 2021, sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh DPMPTSP antara lain : 

Tabel 2.5 
Daftar Aset DPMPTSP 
Per November 2021 

 

 

NO URAIAN  JUMLAH 

1. Staion Wagon 1 

2. Sepeda Motor 2007 1 

3. Global Positioning System (GPS) 1 

4. Scanner 7 

5. Lemari Besi 2 

6. Filling Besi/Metal 3 

7. Brand Kas 1 

8. Lemari Kaca 5 

9. Lemari kayu 4 
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10. Alat Penghancur Kertas 5 

11. Papan Nama Instansi 6 

12. Mesin Absensi 1 

13. Display 1 

14. Alat Kantor Lainnya (Mesin antrian) 1 

15. Mesin Pompa Air 1 

16. Mesin Ketik Listrik Portable 2009 1 

17. Filling Besi/Metal 2009 3 

18. Overhead Projektor2009 1 

19. Rak Kayu 1 

20. Meja Rapat 1 

21. Meja Reseption 2 

22. Kursi Rapat 48 

23. Kursi Tamu 7 

24. Kursi Putar 13 

25. Bangku Tunggu 5 

26. Meja Biro 35 

27. Sofa 1 

28. MOUBILER LAINNYA (Partisi) 1 

29. Kursi Kerja 7 

30. Dinding/Sekat Kayu 11 

31. AC Unit 11 

32. Alat Dapur Lainnya (Pantri) 1 

33. Televisi 3 

34. Sound System 1 

35. Camera Video 1 

36. Alat Rumah Tangga Lain-lain (Vas bunga) 3 

37. Alat Rumah Tangga Lain-lain (Wallpaper) 1 

38. Meja Rapat 1 

39. P.C Unit/ Komputer PC 37 

40. Lap Top 3 

41. Note Book 3 

42. Printer 24 

43. 
Peralatan Personal Komputer  Lain-lain (Perlengkapan 
jaringan) 

34 

44. UPS 4 

45. Server 2 

46. Switch Hub 1 

47. Note Book2010 1 

48. Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 

49. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 4 

50. Meja Kerja 14 

51. Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 

52. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 

53. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 

54. Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 4 

55. Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 6 

56. Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain (kursi roda) 1 

57. CCTV 5 
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58. Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (terali) 8 

59. Bangunan Gedung Kantor Permanen2007 1 

60. Media Reklame (billboard) 1 

61. Tugu Peringatan Lainnya (plang nama) 1 

62. Sumur dengan Pompa 1 

63. Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain 1 

 J U M L A H 368 

 

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 

 Penanaman modal  

Kinerja penanaman modal dapat dilihat diantaranya melalui jumlah 

investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Karimun, jumlah investor 

berskala nasional pada tahun 2016 sebanyak 339 investor, tahun 2017 sebanyak 

486 investor, pada tahun 2018 sebanyak 560 investor dan pada tahun 2019 

sebanyak 653 investor serta pada tahun 2020 meningkat menjadi 691 PMDN.Nilai 

investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Karimun pada Tahun 

2016 terdapat investasi PMDN sebesar Rp. 21.546.772.111.584,-, Tahun 2017 

meningkat  menjadi Rp. 21.986.557.079.780,-   Tahun   2018    sebesar Rp. 

22.290.046.579.780,- pada Tahun 2019 sebesar Rp. 623.986.325.343,- serta 

pada Tahun 2020 sebesar Rp. 40.685.637.060.553,- Sedangkan jumlah investor 

yang melakukan investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten 

Karimun pada kurun waktu 5 tahun selalu mengalami kenaikan. Beberapa 

kendala yang masih dihadapi dibidang penanaman modal diantaranya:jumlah 

investor yang masih terbatas dan masalah terkait izin lokasi. 

Tabel. 2.6 
Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Karimun 

Tahun 2016-2020 
 

 
No 

 
Indikator 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

`1. 
Jumlah Investor 
Berskala Nasional 
(PMDN/ PMA) 

 

339 
 

486 
 

560 
 

653 
 

691 

 
2. 

Jumlah nilai 
investasi berskala 
nasional 
(PMDN/PMA) 

 
21.546.772.111.584 

 
21.986.557.079.780 

 
22.290.046.579.780 

 
623.986.325.343 

 
40.685.637.060.553 

 

3. 
Rasio daya serap 
tenaga 
kerja(disnaker) 

 

- 
 

- 
 

17217 
 

27250 
 

- 

 
4. 

Kenaikan / 
Penurunan nilai 
realisasi PMDN 
(milyaran rupiah) 

 
7.086.125.399.300 

 
7.515.810.367.496 

 
7.817.488.367.496 

 
8.151.428.113.056 

 
8.692.480.439.486 
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 Pelayanan 

Berkaitan dengan pelayanan penanaman modal, nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) atas pelayanan PTSP pada tahun 2020 dapat dikategorikan baik 

hal ini dilihat dari nilai indeks yang di peroleh yaitu 3.49 dan hasil skor Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) : 87,25 yang berarti masuk dalam kategori B (BAIK), 

hal ini menunjukan ada peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 

sebelumnya yakni 3.33 (IKM 83.98). Jumlah Pengaduan Yang di tindaklanjuti dan 

diselesaikan dari tahun sebesar 100%.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Karimun memberikan Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Atas Kepatuhan dan 

peran Aktif dalam Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 

Pelaku Usaha yang menerima penghargaan melalui Proses Evaluasi terhadap 

Pelaku Usaha yang taat dan patuh dalam menyampaikan LKPM secara online 

periode Januari s.d. September 2020, Yaitu : 

1. PT. Island Connections International 

2. PT. Karimun Medic Centre 

3. CV. Oriental Swalayan 

Pemberian penghargaan juga diberikan kepada para pegawai Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Demi 

menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh semangat DPMPTSP 

Kabupaten Karimun mengadakan pemilihan pegawai terbaik yang menjadi Role 

Model Penyelenggara Pelayanan Publik, baik Pegawai Negeri Sipil maupun 

Pegawai Kontrak dilingkungan DPMPTSP Kabupaten Karimun. Dimana yang 

menjadi penilaian terhadap para pegawainya antara lain dari kinerjanya, baik 

kehadirannya maupun perilakunya. Tujuannya, untuk memacu semangat para 

pegawai agar bekerja lebih optimal setiap harinya. Penilaian di berikan setiap 6 

bulan.  

Pemilihan pegawai terbaik merupakan suatu kebijakan DPMPTSP 

Kabupaten Karimun menuju zona integritas tinggi untuk menjadi wilayah bebas 

dari korupsi, dan wilayah inovasi bersih melayani.  

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang telah dilaksanakan didalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

direncanakan masih jauh dari yang diharapkan, seperti yang tertera dibawah ini 

tujuan, sasaran dan indikator  kinerja sasaran yang ingin dicapai masih belum 

maksimal dan ini akan dijadikan kondisi kinerja awal didalam menyusun capaian 

kenerja untuk lima tahun mendatang. 
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Sebagai instansi pemerintah daerah yang berkewajiban mempertanggung 

jawabkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sebelumnya telah 

menetapkan Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2021-2026, yang berisikan visi, 

misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan guna mencapai tujuan Organisasi 

perangkat Daerah, untuk lebih jelasnya kinerja pelayanan selama lima tahun ke 

belakang (2021-2026) akan di tampilkan pada tabel berikut ini : 
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Tabel.2.7 

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 S/D 2021 

 

Tujuan Sasaran Indikator 
sasaran 

TARGET REALISASI DAN CAPAIAN AKHIR RENSTRA 

2017 2018 2019 2020 2021 

Target Reali
sasi 

Capai
an Target Realisa

si 
Capai

an Target Realisa
si 

Capai
an Target Realisa

si 
Capai

an Target Realis
asi 

Capai
an 

❶ 
Meningkatkan 
Pertumbuhan 

Investasi. 

Meningkatnya 
Minat 

Berinvestasi 

Nilai Realisasi 
Investasi 21.6 T 21.9 T 101 21.95 T 22.29 T 101.5 22.59 T 22.62 T 100.13 22.89 T 40.68 T 177.70 50.68 T 51.47 T 101.56 

Jumlah PMA dan 
PMDN 340 486 143 345 560 162 632 630 99.68 732 691 94.40 832 842 101.20 

Persentase 
Kenaikan 
Investasi  

2 2 100 2 1.42 71 4 2.94 73.50 6 79 1316.6 8 26.5 331.25 

❷ 

Meningkatkan 
Kemudahan 
Pelayanan 
Perizinan 

Meningkatnya 
Kualtas 

Pelayanan 
Perizinan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat >3.00 >3.37 112 >3.00 >3.33 111 >3.00 >3.36 112 >3.00 >3.49 116 >3.00 >3.37 112.33 

Persentase 
Perizinan Tepat 

waktu 
92.20  95.32 103.47 92.50 94.35 333 93.00 87.41 93.99 93.20 98.02 105.17 93.50 98.91 105.79 

Persentase Izin 
yang sudah 

online  
10 19.51 192 30 100 192 60 29 47.62 80 73.63 92.03 100 100 100.00 

Persentase 
Pengaduan Izin 
yang ditindak 

lanjuti 

80 100 120 85 100 100 87 100 114.94 90 100 111.10 95 100 105.26 

Persentase 
Perizinan yang 

dikeluarkan 
DPMPTSP 

95 96.42 101 97 94 81.03 98 69 70.76 99 102.5 103.54 100 100 100.00 
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Tabel.2.8 

Jumlah Perizinan dan Retribusi Tahun 2021 
 

 

NO PERIZINAN / NON PERIZINAN 
JUMLAH 

IZIN RETRIBUSI  

1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 62 648.587.734,41,- 

2 Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 31 - 

3 Surat Izin Praktek Teknis Tenaga Kefarmasian (SIPTTK) 40 - 

4 Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 3 - 

5 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga (LHS-JB) 4 - 

6 
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum (LHS-

DAM) 
3 - 

7 
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan 

Restorant (LHS-RMR) 
2 - 

8 Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) 43 - 

9 Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) 56 - 

10 
Surat izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter 

Spesialis/Dokter Gigi Spesialis 
158 - 

11 Surat izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) 3 - 

12 Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Wale (IPPBW) 4 - 

13 
Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol (SKP-

MB) 
1 - 

14 Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) 3 15.000.000.- 

15 Surat Izin Kerja Radiographer (SIKR) 1 - 

16 
Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-

ATLM) 
12 - 

17 Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) 6 - 

18 Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) Izin Klinik Hewan 2 - 

19 
Surat izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis 

(SIP-DRH) 
1 - 

20 Surat Izin Pet Shop (PETSHOP) 1 - 

21 Surat Izin Praktek Perawat Transfusi Darah (SIPPTD) 4 - 

22 Surat Izin Praktek Trapis Gigi dan Mulut(SIPTGM) 2 - 

23 Surat Izin Tenaga Sanitarian (SIKTS) 1 - 

24 Tanda Daftar Gudang (TDG) 7 - 

25 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-
IRT) 

47 - 

26 Izin Lingkungan (ILING) 7 - 

27 Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Nasional  3 - 

28 Surat Izin Operasional Klinik (IOK) 3 - 

29 Izin Apotik (IA) 9 - 

30 Toko Obat (TO) 3 - 

31 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidk NonFormal (IPSPNF) 2 - 

32 Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil 1 - 

33 Izin Usaha Industri (IUI) 1 - 

34 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 2 - 

35 
Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang 

Pembawa Penyakit (PPVBPP) 
1 - 

 T O T A L 529 663.587.735,41 
 

Sumber : Bidang Data, Informasi dan Pengendalian PM DPMPTSP Kab. Karimun s/d November 2021 

Untuk mendukung pengembangan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan 

bebas peran promosi investasi sangat di kedepankan dan hal ini menampakan 

hasil yang baik, dapat di lihat dari tabel gambaran investasi perusahaan PMA 

dan PMDN di Kabupaten Karimun dapat dilihat dalam table berikut : 
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Tabel. 2.9 
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS KARIMUN TAHUN 2021 
 

 

 

 

 

 

No. 
NAMA 

PERUSAHAAN 
BIDANG USAHA MODAL KETERANGAN 

1 
CV. DAILY 
INDONESIA 

Perdagangan Besar Atas 
Dasar Balas Jasa (Fee) atau 
Kontrak, Perdagangan 
Besar 
Berbagai Barang dan 
Perlengkapan Rumah 
Tangga Lainnya YTDL, 
Perdagangan Besar 
Peralatan dan 
Perlengkapan Rumah 
Tangga, Perdagangan Besar 
Komputer dan 
Perlengkapan Komputer. 

                                    
500,000,000.00  

PMDN 

2 
PT. CANASTA 
MITRA INDUSTRI 

Konstruksi Khusus Lainnya 
YTDL, Perdagangan Besar 
Atas Dasar Balas Jasa (Fee) 
Atau Kontrak, Pemasangan 
Pondasi dan Tiang Pancang 

                                    
100,000,000.00  

PMDN 

3 
PT. BATU LINDO 
JAYA 

Aktivitas Penunjang 
Pertambangan Dan 
Penggalian Lainnya 

                                
5,871,150,000.00  

PMA 

4 

CHINA 
COMMUNICATION
S CONSTRUCTION 
TIANHANG 
MARINE HEAVY 
INDUSTRY 
INDONESIA 

INDUSTRI PEMBUATAN 
KAPAL DAN PERAHU 
(30111) 

                            
262,940,000,000.00  

PMA 

5 
CV. PUTRA TELUK 
SETIMBUL 

PERDAGANGAN UMUM 
                                    

400,000,000.00  
PMDN 

6 
PT. KARIMUN 
INDO BETON 

PERDAGANGAN BESAR 
BAHAN KONSTRUKSI 

                                    
500,000,000.00  

PMDN 

7 
PT. BRILYAN 
UJUNG BARAT 

Perdagangan Besar 
Berbagai Macam Barang, 
Perdagangan Besar Alat 
Transportasi Laut, Suku 
Cadang dan 
Perlengkapannya, 
Perdagangan Besar Mesin, 
Peralatan dan 
Perlengkapan Lainnya 

                                    
500,000,000.00  

PMDN 

8 
PT. TRIO KARIMUN 
INDONESIA 

Industri Mesin dan 
Perkakas Mesin Untuk 
Pengerjaan Logam 

                                
1,000,000,000.00  

PMDN 

9 
CV. PUTRI 
KEMBAR SUKSES 

Perdagangan Besar Atas 
Dasar Balas Jasa (Fee) atau 
Kontrak dan Perdagangan 
Besar Mesin, Peralatan dan 
Perlengkapan Lainnya 

                                    
200,000,000.00  

PMDN 

10 
PT. MITRA UTAMA 
ENERGI 

Perdagangan Besar Bahan 
Bakar Padat, Cair dan Gas 
Dan Produk Ybdi 

                              
10,500,000,000.00  

PMDN 

11 
PT. KARIMUN 
PERSADA 
MANDIRI 

PERDAGANGAN BESAR 
ATAS DASAR BALAS JASA 
(FEE) ATAU KONTRAK 

                                    
500,000,000.00  

PMDN 
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PROSEDUR PERIZINAN & NON PERIZINAN 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU  PINTUKABUPATEN KARIMUN 
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PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN 
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Tabel.2.10 
DAFTAR PERIZINAN  PADA DINAS  PENANAMAN MODAL  

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
 
 

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI 

 

No Sektor 

Jumlah Tingkat Resiko 
Sub 

Total 

Standar 

Pelayanan 
Rendah Menengah 

Rendah 
Menengah 

Tinggi 
 

Tinggi 

1 Pertanian 83 82 78 20 263 Pedoman 
Standar 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Berbasis Risiko  
Ber KBLI sudah 
tercantum di 
dalam Sistem 
Online Single 
Submission 
(OSS) 
berdasarkan 
Tingkat Risiko 
pada         
masing-masing 
Sektor 

2 Perindustrian 243 164 70 48 525 

3 Perhubungan/Transportasi 0 5 27 2 34 

4 Kesehatan 0 15 6 7 28 

5 Ketenagakerjaan 17 0 12 0 29 

6 Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

0 0 6 11 17 

7 Kelautan dan Perikanan 7 45 4 8 64 

8 Pariwisata 51 20 0 0 71 

9 Perdagangan 
 

237 0 0 1 238 

 
Jumlah Total 1269 

 

 

 

 
B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI 

No Sektor Perizinan Berusaha 
Non KBLI 

 

Jangka 
Waktu 

Masa Berlaku Parameter 
 

1 Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Izin Pengusahaan 
Sumber Daya Air 

7 Hari 10 Tahun dan 
dapat 

diperpanjang 

Wilayah 
Sungai 

dalam          
satu 
Kabupaten 

2 Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Izin Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan 

17 Hari 2 Tahun dan 
dapat 
diperpanjang 

Bagian-
bagian jalan 
Kabupaten 

3 Perdagangan Tanda Daftar Gudang ( 
TDG ) 

5 Hari 
Kerja 

Selama pelaku 
usaha 
menjalankan 
kegiatan usaha 
 

Wilayah 
Kabupaten 

 
 

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI 

No Urusan Jenis Perizinan Non Berusaha  Non KBLI 

1 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Tukang Gigi 

2 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) 

3 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga  (SPP-
IRT) 

4 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel 

5 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga 

6 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Sertifikatt Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan 
Restoran 

7 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum 

8 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter 
Spesialis/Dokter Gigi Spesialis 

9 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) 

10 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) 

11 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) 

12 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian (SIPTTK) 

13 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 

14 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) / Surat Izin 
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Praktik Terapis Wicara (SIPTW) 

15 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF) / Surat Izin Praktik 
Fisioterapi (SIPF) 

16 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP 
ATLM) 

17 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) 

18 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) 
19 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) 

20 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian 

21 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) 

22 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat (SITKM) 

23 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA) 

24 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja (SIPPKK) 

25 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Ortotis Protetis (SIKOP) dan Surat Izin 
Praktik Ortotis Protetis (SIPOP) 

26 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT) dan Surat Izin 

Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) 
27 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG) 

28 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM) 
29 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)/ Surat Izin Kerja 

Tenaga Gizi (SIPTGz) 

30 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA) 

31 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Kerja Perawat Transfusi Darah 

32 Melalui Aplikasi SiCANTIK Cloud Surat Izin Praktik Tenaga Elektromedis 

33 Melalui Aplikasi SIMBG Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG ) 

 

 
C. NONPERIZINAN  

No Urusan Jenis Nonperizinan 
 

1 DPMPTSP Rekomendasi 

2 DPMPTSP Layanan Informasi 

3 DPMPTSP Layanan Pengaduan 

 
 

 
 

2.4   TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD 
 

2.4.1  Tantangan 
 

   Di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global, 

Indonesia optimis investasi akan tetap tumbuh. Dalam situasi makro ekonomi 

global saat ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik masuknya 

investor yang sedang mencari negara-negara "emergingmarket" bagi 

penanaman modalnya. 

 Tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi, antara lain : 

1. Dinamika perubahan regulasi kebijaksanaan nasional yang cukup sering 

harus direspon oleh daerah secara cepat. 

2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat dan 

transparan. 

3. Persaingan Global dibidang Investasi. 

4. Adanya persaingan Pelayanan Investasi dengan daerah lain. 
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5. Goodgovernance sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan 

diimplementasikan.  

6. Kecendrungan penurunan pendapatan daerah selama beberapa tahun 

terakhir yang berdampak pada terbatasnya sumber pembiayaan 

pembangunan dan perlunya dilakukan perubahan perencanaan. 

 
Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan pertumbuhan investasi di Kabupaten 

Karimun. 

 
 

2.4.2  Peluang 
 

Disamping tantangan yang sudah disebutkan diatas, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun juga memiliki 

beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan 

pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Karimun dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan 

datang, antara lain : 

1. Penataan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

2. Dukungan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara.  

3. Perkembangan Teknologi yang semakin pesat terhadap pelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.  

4. Minat Investor cukup optimis untuk menanamkan modalnya.  

5. Minat Investor untuk berinvestasi sangat tinggi. 

6. Minat Berusaha Masyarakat semakin meningkat.  

7. Dukungan Kepala Daerah memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh 

aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.  

8. Beberapa program yang telah direncanakan dalam 5 tahun kedepan 

sangat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh 

tugas dan fungsi dengan baik. 

 

2.4.3 Pengembangan Pelayanan 
 

Untuk mendukung Visi, Misi, Terwujudnya Kabupaten Karimun 

Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan berlandaskan Iman dan 

Taqwa 2021–2026, di tuntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam 
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memberikan pelayanan yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas 

pembangunan ekonomi daerah khususnya kualitas pelayanan penanaman 

modal di Kabupaten Karimun. Terkait dengan hal tersebut arah 

pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Karimun 5 (lima) tahun mendatang yaitu : 

1. Penyusunan regulasi kemudahan berusaha untuk penetapan pemberian 

fasilitas/insentif di bidang penanaman modal. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan perbaikan 

pelayanan terpadu satu pintu menjadi lebih baik melalui pelayanan 

elektronik yang terintegrasi. 

3. Penataan data peta potensi peluang investasi yang akurat dan mutakhir. 

4. Pengelolaan data dan informasi secara elektronik yang terintegrasi. 

5. Peningkatan sumber daya aparatur pelayanan penanaman modal berbasis 

Teknologi dan Informasi. 

6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penanaman 

modal. 
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                                                                               BAB III 

  

 

 

 

 

ermasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten saat ini dan 

kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu 

mendapat perhatian dalam menentukan rencana  strategis. Dengan 

mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan 

mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak 

semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat 

diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi 

pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan 

komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.  

 
 

3.1 INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 
FUNGSI PELAYANAN OPD 

 

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam 

penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-

permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP 

Kabupaten Karimun dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan. 

Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi 

adalah sebagai berikut :  

1. Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang 

komprehensif menyajikan data terkait investasi. 

2. Menurunnya jumlah investor yang melaksanakan investasi di Kabupaten 

Karimun. 

3. Belum optimalnya pencapaian nilai investasi di Kabupaten Karimun.  

4. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk melakukan melaporkan 

LKPM secara berkala. 

5. Belum tersedianya sistem perencanaan Penanaman Modal yang ready to 

offer. 

6. Adanya peralihan aplikasi Perizinan dari Online Single Submission (OSS) ke 

Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA). 

7. Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam 

pengoperasian sistem aplikasi perizinan. 

 
 

 
 
 

 
 

Pada Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum masa kini  

statistik tentang proyeksi kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan, 

ka sehingga kondisi masa kini dapat dibandingkan dengan kondisi yang 

 diharapkan lima tahun ke depan 
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8. Belum adanya Mall Pelayanan Publik. 

9. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program di bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.  

 

3.2 TELAHAAN VISI,MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN 
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 
 

 
3.2.1 Visi 

Visi Kabupaten Karimun 

”Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan 

Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa” 

 
Mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karimun yang 

terpilih untuk masa bakti 2021-2026; berpedoman pada RPJPD 

Kabupaten Karimun Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017, 

memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 

dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum 

dalam RPJPN dan RPJMN.  Pengertian dari masing – masing kunci yang 

terkandung dalam visi tersebut adalah : 

 

1. ” Pusat Pertumbuhan Ekonomi ” 

Pusat pertumbuhan ekonomi memiliki arti: (1) bahwa adanya 

kawasan strategis nasional di bidang ekonomi, nantinya 

diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi dengan intensitas 

tinggi yang ditandai dengan tumbuh dan beragamnya aktivitas 

perekonomian berupa industri, kegiatan UMKM dan ekonomi 

kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan 

perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi 

lokal yang ada secara optimal. Sebagai pusat pertumbuhan 

ekonomi, Kabupaten Karimun memerankan dirinya sebagai 

penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain di sekitarnya; 

(2) bahwa kedepannya diharapkan Kabupaten Karimun memiliki 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di beberapa titik di 

luar Pulau Karimun, sehingga aktivitas perekonomian penduduk 

dirasakan oleh seluruh masyarakat Karimun. Kabupaten Karimun 

berusaha untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang dilandasi 

nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat 

proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak 
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yang lemah, artinya masyarakat Kabupaten Karimun mendapat 

kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh 

kesejahteraan kehidupan, antara lain melalui pemberdayaan 

masyarakat miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk 

memaksimalkan produktivitas/kapasitas dan pemberdayaan 

koperasi dan UMKM yang dapat memberikan kesinambungan dan 

kemerataan ekonomi. 

 

2. ” Berkeadilan ” 
 

Berkeadilan memiliki arti: bahwa pembangunan dilakukan 

berdasarkan kebutuhan sesuai dengan letak geografis dan 

sumber daya yang ditandai dengan terdistribusinya hasil 

pembangunan secara merata, tepat sasaran di seluruh wilayah, 

sehingga menghilangkan kesenjangan antar wilayah/pulau dan 

menghilangkan diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan 

dalam masyarakat. yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan 

dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun. 

 

3. ” Berdasarkan Iman dan Taqwa ” 

Berlandaskan iman dan taqwa memiliki arti: bahwa membangun 

daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk 

mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, 

terampil yang diiringi dengan akhlak dan moral baik. Upaya ini 

menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar 

bangsa dan budaya  menjadi  semakin  intens,  pertukaran  

informasi  menjadi  semakin  terbuka, sehingga nilai-nilai agama 

diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh 

negatif, sekaligus memperkukuh insan yang berakhlakul karimah. 

 

3.2.2 Misi 

Misi Kab.Karimun 
 
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis 

Sumber Daya dan Kearifan Lokal. (berkeadilan dalam bidang 

ekonomi) 

“Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri” memiliki 

makna: kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun untuk masa 

depan diarahkan menjadi daerah yang mandiri dalam bidang 

perekonomian baik dibidang industri, kegiatan UMKM dan ekonomi 
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kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan 

perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi 

lokal yang ada, sehingga menghasilkan produksi yang bernilai 

ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

“Berbasis sumber daya dan kearifan lokal” memiliki makna: 

aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan 

potensi dan sumber daya yang tersedia pada wilayah/pulau di 

Kabupaten Karimun, meliputi sumber daya pesisir, perikanan dan 

kelautan, pertanian, pariwisata, serta mengembangkan dan 

menggerakkan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif dengan 

memanfaatkan kondisi geografis Kabupaten Karimun yang berada 

di jalur perdagangan dunia. 

 

2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang berkeadilan Dalam 

Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. (berkeadilan 

dalam infrastruktur) 

“Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan” memiliki makna: 

karaketristik wilayahnya terdiri  dari pulau-pulau  tentu 

membutuhkan infrastruktur untuk membuka aksesibilitas 

wilayah/pulau menjadi lebih mudah dijangkau sehingga dapat 

mengurangi disparitas harga barang/logistik, meningkatkan 

produktivitas kawasan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 

Oleh sebab itu, penyediaan infrastruktur pelayanan publik dan 

bernilai ekonomi yang tersedia secara merata antarpulau dan 

antarwilayah yang sesuai dengan kebutuhannya akan terus 

dilanjutkan. Dengan pemerataan itu, maka dapat menghilangkan 

kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor letak 

geografis. 

“Pertumbuhan ekonomi wilayah” memiliki makna: pembangunan 

infrastruktur yang berkeadilan akan mengintegrasikan sentra-

sentra pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga bisa memberi nilai 

tambah bagi pengembangan wilayah dan mendorong peningkatan 

konektivitas menjadi lebih maju. Konektivitas dimaksudkan 

sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

memperlancar arus pergerakan orang dan distribusi barang, jasa 

dan informasi.  

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetitif dan 
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Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (berkeadilan dalam 

pembangunan sumber daya manusia) 

Sumber daya manusia yang “kuat” memiliki makna : sumber daya 

manusia yang secara fisik jasmani sehat dan memiliki daya tahan 

tubuh yang kuat, serta memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan. Untuk mewujudkan itu perlu dijamin ketersediaan 

pelayanan dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan bidang 

kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten 

Karimun. 

“kompetitif” memiliki makna: dimaksudkan sebagai sumber daya 

manusia yang memiliki daya saing dari segi pengetahuan, 

keterampilan, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal ini diperlukan dalam menghadapi 

persaingan dunia kerja yang lebih terbuka. Untuk itu dibutuhkan 

upaya   peningkatan   proses   pembelajaran   sehingga   dapat   

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar 

kerja. 

“berbudaya” memiliki makna: adalah masyarakat yang tidak 

meninggalkan identitas luhurnya sebagai warga dari kebudayaan 

setempat, senantiasa menjaga dan mengamalkan kearifan 

tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi, 

mengekspresikan kekayaan  budayanya melalui aktivitas-aktivitas  

dan  benda- benda budaya. Budaya setempat yang dimaksud 

adalah Budaya Melayu yang menjadi karakter, namun dengan 

tetap menghargai keberadaan budaya-budaya lain yang hadir, 

sebagai perwujudan akan pluralisme dan heterogenitas 

masyarakat Kabupaten Karimun. 

4. Meningkatkan Fungsi Dan Kelestarian Lingkungan Hidup 

(berkeadilan  dalam melestarikan lingkungan hidup).  

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan selalu 

diselaraskan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, 

dengan tetap menjaga fungsi-fungsi dari lingkungan hidup dan 

memastikan bahwa semua jenis aktivitas ekonomi pada sektor 

industri, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan 

perdagangan maupun jasa adalah aktivitas-aktivitas ekonomi 

yang ramah lingkungan. 

5. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul. 
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“Birokrasi yang profesional” memiliki makna : 1) terciptanya 

pemerintahan yang baik dan efektif serta mampu melayani 

kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh birokrat sehingga dapat menciptakan 

inovasi-inovasi didalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan 

pelayanan kepada masyarakat secara tepat serta cepat; 2) 

penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam perwujudan visi 

pemerintah Kabupaten Karimun adalah  melalui  pembenahan,  

perbaikan  dan  penguatan  administrasi  dan manajemen 

kepegawaian; 3) perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan 

mampu membawa perubahan terhadap mindset dan culturset 

birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun sehingga menghasilkan 

aparatur yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, 

berkinerja tinggi dan sejahtera yang pada akhirnya membentuk 

profil birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional 

dalam rangka mendukung visi Kabupaten Karimun sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berlandaskan iman dan 

taqwa.  

“Birokrasi yang unggul” memiliki makna: adalah pengembangan 

sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan skill 

(keterampilan) yang adaptif dan memiliki kemampuan menguasai 

teknologi, kemampuan berpikir, beraktualisasi, memiliki kapasitas 

inovatif dan kreatif dengan melakukan pembenahan dalam sisi 

birokrasi yang bersifat melayani masyarakat sehingga terwujudnya 

percepatan transformasi birokrasi melalui pengembangan system 

kinerja pelayanan dan sistem organisasi yang modern serta 

peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan 

kompetensi secara agresif. 
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3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL (BKPM) 

 

Tujuan yang akan dicapai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Tahun 2020-2024 adalah : 

1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan 

Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal. 

2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung 

pelayanan publik yang prima. 

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan 

nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, 

dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 

2020-2024. Dengan mempertimbangkan Sasaran pembangunan Tersebut  serta 

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, 

maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 

yaitu : 

1) Meningkatnya realisasi penanaman modal. 

2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal. 

3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. 

BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan 

“Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya 

Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan 

Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” 

dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk 

Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi 

akan dilaksanakan melalui : 

1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan 

wilayah.  

2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi 

kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan 

iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan 

mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan 

umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan 

penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 

3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim 

ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial 

yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan 

peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas 
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tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan 

perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem 

perlindungan sosial universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan 

penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem 

pengawasan ketenagakerjaan secara efektif. 

4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha.  

5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain 

melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada  jaringan  

internasional. 

 
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila 

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, 

mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat 

kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan 

datang. 

Berdasarkan pada uraian permasalahan pada Bab 3.1, maka isu-isu 

strategis Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Karimun adalah : 

6. Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang 

komprehensif menyajikan data terkait investasi. 

7. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk melakukan melaporkan 

LKPM secara berkala. 

8. Belum tersedianya sistem perencanaan Penanaman Modal yang ready to 

offer. 

9. Adanya peralihan aplikasi Perizinan dari Online Single Submission (OSS) ke 

Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA). 

10. Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam 

pengoperasian sistem aplikasi perizinan. 

11. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program di bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 



 

 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Karimun 
 

43 

43 

Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya action dan 

perubahan kearah yang lebih baik sehingga mampu merangsang perbaikan 

iklim investasi di Indonesia, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan 

lapangan kerja dan mampu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. 

 

 

3.5 TELAHAN RTRW DAN KL 

3.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2010-2030  

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. 

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka 

pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Prosesnya 

adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-

masing bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang 

termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik tingkat nasional, 

provinsi, maupun kabupaten. Program pemanfaatan ruang adalah program 

yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat 

indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat 

maupun di daerah secara terpadu. 

 
3.5.2. Rencana Struktur Ruang  

 

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan 

fungsional. Pada penyusunannya, Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun 

sepenuhnya harus merujuk Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Riau 

dan Rencana Struktur Ruang Nasional (RTRWN). Hal-hal yang sudah 

ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRWN yang harus dicantumkan dalam 

Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun meliputi : 

 Sistem perkotaan : PKW terletak di Ibukota Kabupaten Karimun yaitu Kota 

Tanjung Balai Karimun. 

 Kawasan Strategis Nasional sebagai Kawasan perbatasan laut RI yaitu 

Pulau Karimun Kecil dan Pulau Iyu Kecil. 

 Jaringan Jalan yang terdapat dalam SK Menteri No. 630 tahun 2009 ttg 

status jalan yang termasuk ruas jalan KP 1 adalah : 

a. Tg Balai – Meral sepanjang 3,350 Km. 

b. Meral – Parit Rampak sepanjang 6,706 Km. 

c. Parit Rampak – Pelabuhan Roro sepanjang 3,160 Km 
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d. Parit Rampak – Parit Benut sepanjang 2,485 Km. 

e. Parit Benut – SP Jeletung 1,416 Km. 

f. SP Jeletung – Pasir Panjang sepanjang 9,524 Km. 

 Transportasi laut : Pelabuhan Nasional Tanjung Balai Karimun (RTRWN) 

Hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRW Provinsi 

Kepulauan Riau yang harus dicantumkan dalam Rencana Struktur Ruang 

Kabupaten Karimun meliputi : 

1. Sistem perkotaan : PKL terletak di Kota Meral (Ibukota Kecamatan 

Meral), Kota Moro (Ibukota Kecamatan Moro) dan Kota Tanjung Batu 

(Ibukota Kecamatan Kundur). 

Jaringan Jalan Kolektor Primer 2, yaitu : 

a. Sp. Sei Bati – Sp. Pongkar sepanjang 10,50 Km. 

b. Sp. Pongkar – Pelabuhan Malarko sepanjang 2,00 Km. 

c. Sp. Kapling – Sp. RSUD sepanjang 7,20 Km. 

d. Sp. RSUD – Sp. Stadion sepanjang 0,75 Km. 

2. Pembangunan Jembatan antar Pulau Karimun dan Pulau Kundur. 

3. Pengembangan jaringan lintas angkutan penyeberangan sebagai sarana 

jembatan bergerak yang menghubungkan antar pulau untuk jangka 

pendek adalah : 

a. Lintas Penyeberangan Tanjung Balai Karimun – Mengkapan 

(Sumatera) 

b. Lintas Penyeberangan Tanjungpinang – Tanjung Balai Karimun 

4. Pengembangan jaringan lintas angkutan penyeberangan antar pulau 

jangka menengah berupa Lintas penyeberangan Tanjung Balai Karimun – 

Selat Belia (Kab. Karimun). 

5. Transportasi laut berupa : 

a. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. 

b. Batu dan Pelabuhan Malarko (Pelabuhan bongkar muat kontainer), 

Parit Rampak dan Tanjung Tiram (Fery Internasional). 

c. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Moro. 

d. Pelabuhan pengumpan regional Pelabuhan Tanjung Berlian,  

Pelabuhan selat Beliah dan Pelabuhan Buru. 

e. Pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan yang menghubungkan 

pulau – pulau yang berada di Kabupaten Karimun. 

6.  Bandara pengumpan yaitu Bandar Udara Sei Bati. 



 

 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Karimun 
 

45 

45 

Rencana sistem perkotaan merupakan susunan kawasan perkotaan yang 

berfungsi sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang 

membentuk hirarki pelayanan. Adapun Sistem Perkotaan di Kabupaten 

Karimun sebagai berikut : 

1. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Sawang (Ibukota Kecamatan 

Kundur Barat) dengan fungsi kecamatan sebagai Kawasan permukiman 

perdesaan, Kawasan perkebunan (gambir,kelapa,karet dan buah2an), 

Kawasan pertanian , Kawasan Wisata , Kegiatan pertambangan dan 

Kegiatan perikanan. 

2. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Tanjung Berlian (Ibukota 

Kecamatan Kundur Utara) dengan fungsi kecamatan sebagai Kawasan 

permukiman perdesaan, Kawasan pertanian , Kawasan perkebunan 

(gambir, kelapa, karet dan buah2an), Kawasan Wisata, kegiatan 

pertambangan, kegiatan perikanan, pusat agropolis. 

3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Buru (Ibukota Kecamatan Buru) 

dengan fungsi kecamatan sebagai Kawasan permukiman perdesaan, 

Kawasan perkebunan, kegiatan pertambangan dan Kegiatan perikanan. 

4. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Durai (Ibukota Kecamatan Durai) 

dengan fungsi kecamatan sebagai Kawasan permukiman perdesaan, 

Kawasan perkebunan, Kawasan Wisata, kegiatan pertambangan dan 

darat dan Kegiatan perikanan. 

5. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Tebing (Kec Tebing) dengan 

fungsi kecamatan sebagai Kawasan industri, Kawasan wisata, Kegiatan 

maritim, Permukiman skala besar. 
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                                                                                                                             BAB IV 
 

 

 

 

 
 

emperhatikan  perkembangan teknologi telah memberikan 

kemudahan bagi manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

secara efisien. Dengan menggunakan teknologi dan sumber daya 

lain yang dimiliki oleh  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten  Karimun, serta berdasarkan tinjauan terhadap lingkungan 

organisasi, baik internal maupun eksternal dalam memperhitungkan kekuatan 

(strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 

tantangan/kendala (threats) yang ada maka ditetapkanlah Rencana Strategis 

Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi 

komponen : tujuan dan sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran. 

 

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH  

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah 

dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu 

ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai 

dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang 

lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat 

tidaknya suatu tujuan terwujud. 

Tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada tujuan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai 

berikut : 

“ Meningkatnya Investasi Daerah ” 

 

4.2.  SASARAN JANGKA MENENGAH  
 

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan kondisi yang 

diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara 

berkelanjutan. Adapun sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu.  

 

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi”

 

 
 
 

 
Pada bab  ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka  

menengah  Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan  

Terpadu Satu Pintu Kabupatan 
Karimun. 

 

 
 



 

 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Karimun 
 

47 

47 

Tabel 4.1 
 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

NO TUJUAN 

 

INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN  

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

 
Meningkatnya 
Investasi Daerah   

 
Nilai Realisasi 
Investasi PMA dan 
PMDN 

 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

dan Optimalisasi 

Investasi 

 
Nilai IKM Pelayanan 
Perizinan 

Penanaman Modal  
 

3.49 3.50 3.51 3.51 3.52 

 
Persentase Kenaikan  
PMA dan PMDN 
 

6 % 9 % 10% 12 % 14 % 

2 Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan 

Publik 
Indeks Pelayanan 

Publik  

 
Meningkatnya 

Akuntabilitas 
Kinerja OPD 
 

Nilai AKIP 76.30 76.30 76.40 76.40 76.50 
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Berikut Penjelasan masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 

 
Tabel 4.2 

 

PENJELASAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

SATUAN 

 

PENJELASAN 
 

 

KETERANGAN ALASAN FORMULA PERHITUNGAN SUMBER DATA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

dan 

Optimalisasi 

Investasi 

 
Nilai IKM Pelayanan 

Perizinan Penanaman 
Modal  
 

 
Indeks 

 
Menyangkut Nilai IKM yang 

diperoleh DPMPTSP 

 
IKM Unit Pelayanan x 25 

 
DPMPTSP  

 

Persentase Kenaikan  
PMA dan PMDN 
 

 

Investor 
Meningkatnya jumlah PMA 
PMDN berarti meningkatnya 
minat investasi 

 

Jumlah Investasi Th n     x 100 % 
Jumlah Investasi Th n-1 

 

 

DPMPTSP dan 

BPKawasan 

 

  

2 

 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja OPD 
 

Nilai AKIP 

 

Indeks 

 

Menyangkut Nilai AKIP yang 
diperoleh DPMPTSP 

 

Jelas 

 

DPMPTSP 
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                                                                                                                                                BAB V 

 

 

 

 

 

trategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- 

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi 

dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal 

beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat 

dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut, Strategi 

menjelaskan  cara yang akan  ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah, dorongan dalam 

melaksanakan tujuan dalam rencana strategis Tahun 2021–2026.  

Strategi atau cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas 

Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun  

dan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut : 

 Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan untuk 

mendukung kepastian berusaha. 

 Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan usaha. 

 Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat. 

 Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam 

pelayanan. 

 Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan publik 

sehingga tercapai pelayanan prima. 

 Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik. 

 

Strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. 

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu 

strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. 

Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama lima tahun dipandu dan 

dijelaskan dengan arah kebijakan. Arah kebijakan memperjelas kapan suatu 

sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu.  
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Strategi dan Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas penanaman Modal 

pelayanan Terpadu dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat dijabarkan 

seperti berikut : 

 

 

Tabel 5.1 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

mengoptimalkan Promosi Investasi  

Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang 
lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan 
kepada calon investor sekaligus membantu mereka 
dalam pengambilan keputusan investasi. 

Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan 

internasional dalam menyebarkan Informasi tentang peluang 
da potnsi investasi daerah 

keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis 
vent-event  antara pelaku usaha dengan pemerintah 
pusat/daerah lain 

 Implementasi Pelayanan Prima 
yang optimal 

Penyempurnaan  regulasi dan kebijakan yang  mendukung 
pelayanan untuk terciptanya kepastian dan kemudahan 

berusaha 

Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan 
evluasi 
pelayanan perijinan dan penanaman modal  

mewujudkan  penaganan pengaduan yang lebih responsif 

optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk 
keudahan berusaha 

menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk 

menunjang kelancaran  dalam melaksananan tugas 
pelayanan  

melakukan  inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru 
sesuai dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada untk 

mendukung terciptanya pelayanan prima 

Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai 
ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui pasilitasi 
penanaman modal dalam bentuk pembinanaan, pengawasan 

dan pengendalian  

Peningkatan fasilitas penunjang 
kualitas pelayanan publik 

Meningkatkan  dan memelihara secara berkala sarana 
dan prasarana yang memadai untuk mendukung 
pelayanan publik  

Pengembangan Kompetensi SDM  
sesuai dasar konsep service 
excelent 
(kemampuan/ability,sikap/Attitude, 
tanggung jawab/Accountability, 
kerjasama) untuk terjapainya 
tujuan organisasi 

mengikut sertakan aparatur dalam diklat sosialisasi dan 
bimtek dan pelatihan 

Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan secara 
berkala /kontiniu terhadap aparatur  

Meningkatkan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur 
pemerintah 

Peningkatan managemen 
perencanaan penganggran dan 
administrasi keuangan  OPD 

Pemantapan kinerja  Perencanaan, penganggaran  
pelaporan akuntabilitas yang selaras dan sigkron 

Peningkatan kinerja pengelolaan  administrasi  dan 
pelaporan keuangan OPD 
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Tabel 5.2 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP KAB. KARIMUN 

 

Misi 1 (satu) : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal 

          

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 

 
Meningkatnya Investasi 
Daerah 
  
  
  
  
  
  
  

 
Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan dan 
Optimalisasi Investasi 
  
  
  
  
  
  
  

 
mengoptimalkan Promosi 
Investasi  

Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang 
lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan 
kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam 
pengambilan keputusan investasi. 

Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan 
internasional dalam menyebarkan Informasi tentang peluang da 
potnsi investasi daerah 

keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis vent-
event  antara pelaku usaha dengan pemerintah 
pusat/daerah lain 

  

Implementasi Pelayanan Prima 
yang optimal  

Penyempurnaan  regulasi dan kebijakan yang  mendukung pelayanan 
untuk terciptanya kepastian dan kemudahan berusaha 

  Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan 
evluasi 
pelayanan perijinan dan penanaman modal  

  
mewujudkan  penaganan pengaduan yang lebih responsif 

  optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk keudahan 
berusaha 

  menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk menunjang 
kelancaran  dalam melaksananan tugas pelayanan  

  melakukan  inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai 
dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada untk mendukung 
terciptanya pelayanan prima 
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Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan 
pelaksanaan penanaman modal melalui pasilitasi penanaman modal 
dalam bentuk pembinanaan, pengawasan dan pengendalian  

Misi 5 (Lima) : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul. 

          

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1  
Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik 

 
Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja OPD 

Peningkatan fasilitas penunjang 
kualitas pelayanan publik 

Meningkatkan  dan memelihara secara berkala sarana dan 
prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik  

Pengembangan Kompetensi SDM  
sesuai dasar konsep service excelent 
(kemampuan/ability,sikap/Attitude, 
tanggung jawab/Accountability, 
kerjasama) untuk terjapainya tujuan 
organisasi 

mengikut sertakan aparatur dalam diklat sosialisasi dan 
bimtek dan pelatihan 

Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan secara berkala 
/kontiniu terhadap aparatur  

Meningkatkan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur 
pemerintah 

Peningkatan managemen 
perencanaan penganggran dan 
administrasi keuangan  OPD 

Pemantapan kinerja  Perencanaan, penganggaran  pelaporan 
akuntabilitas yang selaras dan sigkron 

Peningkatan kinerja pengelolaan  administrasi  dan pelaporan 
keuangan OPD 
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                                                                                                                              BAB VI 
 
 
 

 

 

enyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja 

masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun disusun 

sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan 

Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi.   

Rencana program dan kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan 

PTSP Kabupaten Karimun yang akan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP Kabupaten Karimun selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan 

RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 
 

I. Program dan Kegiatan pada Setiap OPD di Daerah yang lebih dikenal dengan 

sebutan program generik. 

Program dan kegiatan yang ada di setiap satuan organisasi perangkat daerah 

terdiri dari : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Tujuan :  Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

Indikasi kegiatan : 

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah, dengan sub kegiatan : 

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;  

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan 

c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 

dengan sub kegiatan : 

a) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 

daerah SKPD; dan 

b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD. 
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4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub 

kegiatan : 

a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya; 

b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi; dan 

c) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan. 

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor; 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan; 

g) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material; dan 

h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD. 

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah, dengan sub kegiatan : 

a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan; 

b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 

c) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel; 

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

e) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya; dan 

f) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya. 

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 

sub kegiatan : 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik; 

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 
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8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan : 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel; 

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya; 

f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan 

g) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

 

II. Program Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang 

lebih dikenal dengan sebutan program dan kegiatan teknis bidang Penanaman 

Modal. 
 

Program dan kegiatan utama yang merupakan urusan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar yang ada satuan organisasi perangkat daerah 

Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri dari : 

1. Program Pelayanan Penanaman Modal 

Tujuan :  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan 

 

Indikasi kegiatan : 

 

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu 

Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 

Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik; 

b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman Modal; 

c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan 

Nonperizinan; dan 
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d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian 

Fasilitas/Insentif Daerah. 

 

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

Tujuan : Meningkatkan kualitas data dan informasi yang lengkap Akurat dan 

mutakhir. 

Indikasi kegiatan : 

 

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan 

yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub 

kegiatan : 

a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan 

Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 

 

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

        Tujuan  : Meningkatkan Iklim Investasi sehingga realisasi investasi  turut 

meningkat.  

Indikasi kegiatan : 

 

1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah, dengan sub kegiatan : 

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan 

b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal. 

2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi, dengan sub kegiatan : 

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota; dan 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha 

Kabupaten/Kota. 

 

4. Program Promosi Penanaman Modal 

                Tujuan : Meningkatkan  Pertumbuhan  Investasi  

Indikasi kegiatan : 

 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : 

a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal; dan 
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b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten/Kota. 

 

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

      Tujuan : Meningkatkan Nilai Investasi 

Indikasi kegiatan : 

 

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : 

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan 

Penanaman Modal; 

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal; dan 

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal. 

 

Uraian rumusan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Sosial 

Kabupaten Karimun untuk tahun perencanaan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 

berikut:
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Tabel 6.1 

RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN 

  DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN 

TAHUN 2021–2026 

Tujuan Sasaran Kode 
Program , 

Kegiatan dan Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program 

dan 
Kegiatan 

Kondisi Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja dan Pagu Indikatif 
Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggun

g Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir 

2020 2021 Target  Rp. Target  Rp. Target  Rp. Target  Rp. Target  Rp. Target  Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

MENINGKAT
NYA 
INVESTASI 
DAERAH  

      

Nilai 
Realisasi 
Investasi 
PMA dan 
PMDN 

18 T 10T 11 T  12.5 T  14.3 T  16.4 T  18.9 T  18,9 T  DPMPTSP 

Meningkat
nya 
kualitas 
pelayanan 
dan 
Optimalisa
si Investasi 

  

  Nilai IKM 
Pelayanan 
Perizinan 
Penanaman 
Modal  

3,49 3.49 3.49 
7,600,0
00,000 

3.50 
7,714,00

0,000 

3.51 
7.829.71

0.000 

3.51 
7.947.1
55.000 

3.52 
8.566.3
62.000 

3.52 
39.657.2
27.000   

  

  Persentase 
kenaikan 
PMDN dan 
PMA 

 4% 6% 
683,00
0,000 

9% 
613,000,

000 

10% 
843,000,

000 

12% 
865,000

,000 

14% 
865,000

,000 

14% 
3,869,00

0,000   

2.18.04 

PROGRAM 
PELAYANAN 
PENANAMAN 
MODAL 

Persentase 
Kenaikan 
Nilai 
realisasi 
Investasi 

5900% -44% 10.0% 
108,00
0,000 

13.6% 
138,000,

000 
14.4% 

200,000,
000 

14.7% 
195,000

,000 
15.2% 

185,000
,000 

15.2% 
826,000,

000 

  

2.18.04.2.0
1 

Pelayanan 
Perizinan dan 
Nonperizinan 
Secara Terpadu 
Satu Pintu Dibidang 
Penanaman Modal 
yang Menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Perizinan 
dan Non 
Perizinan 
yang 
diterbitkan 

656 
Izin 

550 
Izin 

670 Izin 
108,00
0,000 

700 Izin 
138,000,

000 
706 Izin 

200,000,
000 

715 Izin 
195,000

,000 
722 Izin 

185,000
,000 

3513 izin 
826,000,

000 

Bidang 
Pengaduan 
dan 
Kebijakan 
Layanan 

2.18.04.2.01
.01 

Penyediaan 
Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan 

Jumlah 
Dokumen 
Penyediaan 

4 
Dokum

en 

4 
Dokume

n 

4 
Dokume

n 

80,000,
000 

4 
Dokumen 

80,000,00
0 

4 Dokumen 
85,000,00

0 
4 

Dokumen 
80,000,0

00 
4 

Dokumen 
100,000,

000 
4 

Dokumen 
425,000,

000 
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Nonperizinan 
berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

Pelayanan 
Terpadu 
Perizinan 
dan Non 
Perizinan 

2.18.04.2.01
.02 

Pemantauan 
Pemenuhan 
Komitmen Perizinan 
dan Non Perizinan 
Penanaman Modal 

Jumlah 
Laporan 
Pemantauan - - - - 1 Laporan 30,000,000 1 Laporan 45,000,000 

1 
Laporan 

45,000,00
0 

1 Laporan 
50,000,00

0 
4 Laporan 

170,000,00
0 

  

2.18.04.2.01
.03 

Penyediaan Layanan 
Konsultasi dan 
Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat terhadap 
Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan 
Nonperizinan 

Jumlah 
Laporan  
Penyediaan 
Layanan 
Konsultasi 
dan 
Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat  

2 
Laporan 

2 
Laporan 

2 Laporan 
28,000,0

00 
2 Laporan 28,000,000 2 Laporan 30,000,000 2 Laporan 

30,000,00
0 

2 Laporan 
35,000,00

0 
2 Laporan 

151,000,00
0 

  

2.18.04.2.01
.04 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penetapan 
pemberian 
Fasilitas/Insentif 
Daerah 

Jumlah 
Laporan 
Koordinasi  

- - - -  - 3 Laporan 40,000,000 
3 

Laporan 
40,000,00

0 
  6 Laporan 

80,000,0
00 

  

2.18.06 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 
INFORMASI 
PENANAMAN 
MODAL 

Jumlah 
Dokumen 
Pengelolaan 
Data dan 
Informasi 
Penanaman 
Modal 

1 
Dokum

en 

1 
Dokum

en 

1 
Dokume

n 

75,000,
000 

1 
Dokumen 

75,000,0
00 

1 
Dokumen 

78,000,0
00 

1 
Dokumen 

75,000,
000 

1 
Dokumen 

85,000,
000 

5 
Dokumen 

388,000,
000 

  

2.18.06.2.0
1 

Pengelolaan Data 
dan Informasi 
Perizinan dan 
Nonperizinan yang 
Terintegrasi Pada 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah 
dokumen  
Perizinan 
dan Non 
periziznan  

12 
Dokum

en 

12 
Dokum

en 

12 
Dokume

n 

75,000,
000 

12 
Dokumen 

75,000,0
00 

12 
Dokumen 

78,000,0
00 

12 
Dokumen 

75,000,
000 

12 
Dokumen 

85,000,
000 

60 
Dokumen 

388,000,
000 

  

2.18.06.2.01
.01 

Pengolahan, 
Penyajian dan 
Pemanfaatan Data 
dan Informasi 
Perizinan dan 
Nonperizinan 
berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

Jumlah  
dokumen 
data dan 
informasi 
penanaman 
modal yang  
dipublikasik
an melalui 
website 

2 
Dokum

en 

2 
Dokume

n 

2 
Dokume

n 

75,000,
000 

2 
Dokumen 

75,000,00
0 

2 Dokumen 
78,000,00

0 
2 

Dokumen 
75,000,0

00 
2 

Dokumen 
85,000,0

00 
2 

Dokumen 
388,000,

000 
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2.18.02 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN 
MODAL 

Persentase 
pelaku 
usaha yang 
mendapatka
n  
kemudahan 
Berusaha 

95.37% 96.09% 96.82% 
200,00
0,000 

97.54% 
80,000,0

00 
98.26% 

200,000,
000 

98.99% 
200,000

,000 
100.00% 

75,000,
000 

100.00% 
755,000,

000 

  

2.18.02.2.0
1 

Penetapan 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
Dibidang 
Penanaman Modal 
yang Menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah 
realisasi 
perusahaan 
yang 
mendapatka
n insentif 
dan 
kemudahan 
berusaha 

- - - - - - 
3 

Perusahaa
n 

100,000,
000 

- - 
2 

Perusaha
an 

75,000,
000 

5 
Perusahaa

n 

175,000,
000 

  

2.18.02.2.01
.01 

Penetapan 
Kebijakan Daerah 
Mengenai Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan 
Penanaman Modal 

Jumlah 
Peraturan 
Daerah  

- - - - - - 
1  

Peraturan 
Daerah 

100,000,0
00 

- - - - 
1  

Peraturan 
Daerah 

100,000,
000 

Bidang 
Perencanaa
n dan 
Promosi 
Penanaman 
Modal 

2.18.02.2.01
.02 

Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan 
Penanaman Modal 

Jumlah 
Laporan 

- - - - - - - - - - 
1 

Dokumen 
75,000,0

00 
1  

Dokumen 
75,000,0

00 

  

2.18.02.2.0
2 

Pembuatan Peta 
Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Dokumen  

- 
1 

Dokum
en 

2 
Dokume

n 

200,00
0,000 

1 
Dokumen 

80,000,0
00 

1 
Dokumen 

100,000,
000 

2 
Dokumen 

200,000
,000 

- - 
6 

Dokumen 
580,000,

000 
  

2.18.02.2.02
.01 

Penyusunan Rencana 
Umum Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Dokumen 
Rencana 
Umum 
Penanaman 
Modal 
Daerah 
Kab/Kota 

- - 
1 

Dokume
n 

100,000
,000 

- - - - 
1 

Dokumen 
100,000,

000 
- - 

2 
Dokumen 

200,000,
000 

  

2.18.02.2.02
.02 

Penyediaan Peta 
Potensi dan Peluang 
Usaha 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 
Peta Potensi 
dan Peluang 
Usaha 
Kab/Kota 

- 
1 

Dokume
n 

1 
Dokume

n 

100,000
,000 

1 
Dokumen 

80,000,00
0 

1 Dokumen 
100,000,0

00 
1 

Dokumen 
100,000,

000 
1  

Dokumen 
- 

5 
Dokumen 

380,000,
000 

  

2.18.03 PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN 
MODAL 

Jumlah 
Investor 
Berskala 
Nasional  

691 500 520 
150,00
0,000 

550 
155,000,

000 
600 

170,000,
000 

650 
170,000

,000 
700 

250,000
,000 

700 
895,000,

000 
  

2.18.03.2.0
1 

Penyelenggaraan 
Promosi 
Penanaman Modal 

Jumlah 
Event 
Pameran 

- - 1 event 
150,00
0,000 

2 event 
155,000,

000 
2 event 

170,000,
000 

2 event 
170,000

,000 
2 event 

250,000
,000 

9 event 
895,000,

000 
  



 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Karimun 61 

 

yang Menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

yang diikuti 

2.18.03.2.01
.01 

Penyusunan Strategi 
Promosi Penanaman 
Modal 

Jumlah 
Dokumen 
Strategi 
Promosi 

1 
Dokum

en 

1 
Dokume

n 

1 
Dokume

n 

75,000,
000 

1 
Dokumen 

75,000,00
0 

1 Dokumen 
80,000,00

0 
1 

Dokumen 
80,000,0

00 
1 

Dokumen 
100,000,

000 
5 

Dokumen 
410,000,

000 
  

2.18.03.2.01
.02 

Pelaksanaan 
Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Laporan 
Pelaksanaan  
Kegiatan 
Promosi 
Penanaman 
Modal 

- - 1 
75,000,

000 
2 

80,000,00
0 

2 
90,000,00

0 
2 

90,000,0
00 

2 
150,000,

000 
9 

485,000,
000 

  

2.18.05 PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN 
MODAL 

Persentase 
Perusahaan 
Yang 
Menyampai
kan LKPM 

22.43% 19.97% 39.94% 
150,00
0,000 

59.91% 
165,000,

000 
79.88% 

195,000,
000 

99.86% 
225,000

,000 
100.00% 

270,000
,000 

100.00% 
1,005,00

0,000 

Bidang Data, 
Informasi 
dan 
Pengendalia
n 
Penanaman 
Modal 

2.18.05.2.0
1 

Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 
yang Menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Perusahaan 
Yang 
menyampai
kan LKPM 

155 
Perusa
haan 

138 
Perusa
haan 

138 
Perusah

aan 

150,00
0,000 

276 
Perusaha

an 

165,000,
000 

414 
Perusahaa

n 

195,000,
000 

552 
Perusaha

an 

225,000
,000 

691 
Perusaha

an 

270,000
,000 

691 
Perusahaa

n 

1,005,00
0,000 

 

2.18.05.2.01
.01 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemantauan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Jumlah 
Perusahaan 
yang 
dilakukan 
pemantauan 

- 
88 

Perusah
aan 

88 
Perusah

aan 

50,000,
000 

176 
Perusahaa

n 

55,000,00
0 

264 
Perusahaa

n 

65,000,00
0 

352 
Perusaha

an 

75,000,0
00 

441 
Perusaha

an 

90,000,0
00 

441 
Perusahaa

n 

335,000,
000 

  

2.18.05.2.01
.02 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pembinaan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Jumlah 
Perusahaan 
yang 
dilakukan 
Pembinaan 

- 
25 

Perusah
aan 

25 
Perusah

aan 

50,000,
000 

50 
Perusahaa

n 

55,000,00
0 

75 
Perusahaa

n 

65,000,00
0 

100 
Perusaha

an 

75,000,0
00 

125 
Perusaha

an 

90,000,0
00 

150 
Perusahaa

n 

335,000,
000 

  

2.18.05.2.01
.03 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Jumlah 
Perusahaan 
yang 
dilakukan 
pengawasan 

- 
25 

Perusah
aan 

25 
Perusah

aan 

50,000,
000 

50 
Perusahaa

n 

55,000,00
0 

75 
Perusahaa

n 

65,000,00
0 

100 
Perusaha

an 

75,000,0
00 

125 
Perusaha

an 

90,000,0
00 

150 
Perusahaa

n 

335,000,
000 

  

MENINGKAT
KAN 
KUALITAS  
PELAYANAN 
PUBLIK 

  

    Indeks 
Pelayanan 
Publik 

2.75 2.9 3.50  3.51  3.55  4.00  4.00    
  

MENINGK
ATNYA 
AKUNTABI
LITAS 
KINERJA 

    
Nilai AKIP 76,21  76,30 

6,917,0
00,000 

76,30 
7,101,00

0,000 
76,40 

6,986,71
0,000 

76,40 
7,082,1
55,000 

76,50 
7,701,3
62,000 

76,50 
35,788,2
27,000   

2.18.01 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 

IKM 3.49 3.49 3.49 
6,917,0
00,000 

3.50 
7,101,00

0,000 
3.51 

6,986,71
0,000 

3.51 
7,082,1
55,000 

3.52 
7,701,3
62,000 

3.52 
35,788,2
27,000 
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OPD 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

2.18.01.2.0
1 

Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 

3 
Dokum

en 

4 
Dokum

en 

7 
Dokume

n 

65,000,
000 

7 
Dokumen 

50,000,0
00 

8 
Dokumen 

50,000,0
00 

8 
Dokumen 

50,000,
000 

7 
Dokumen 

88,000,
000 

37 
Dokumen 

303,000,
000 

Sekretariat 

2.18.01.2.01
.01 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
dokumen  

1 
Dokumen 

2 
dokumen 

2 
dokume

n  
(Renja, 
Renja 
RB) 

25,000,
000 

2 
dokumen  
(Renja, 

Renja RB) 

20,000,00
0 

2 dokumen  
(Renja, 

Renja RB) 

20,000,00
0 

3 
dokumen  
(Renja, 
Renstra, 

Renja RB) 

20,000,0
00 

2 
dokumen  
(Renja, 

Renja RB) 

35,000,0
00 

11 
Dokumen 

120,000,
000 

  

2.18.01.2.01
.06 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah 
dokumen  

2 
dokumen 

2 laporan 

3 
Dokume

n                
(LAKIP, 
Perjanji

an 
Kinerja, 
Realisasi 

PK) 

25,000,
000 

3 
Dokumen                
(LAKIP, 

Perjanjia
n Kinerja, 
Realisasi 

PK) 

20,000,00
0 

3 Dokumen                
(LAKIP, 

Perjanjian 
Kinerja, 
Realisasi 

PK) 

20,000,00
0 

3 
Dokumen                
(LAKIP, 

Perjanjia
n 

Kinerja, 
Realisasi 

PK) 

20,000,0
00 

3 
Dokumen                
(LAKIP, 

Perjanjia
n 

Kinerja, 
Realisasi 

PK) 

35,000,0
00 

15 
Dokumen 

120,000,
000 

  

2.18.01.2.01
.07 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
dokumen  

- - 2 
dokume

n  
(Evaluas
i Renja, 
Evaluasi 

RB) 

15,000,
000 

2 
dokumen  
(Evaluasi 
Renja, 

Evaluasi 
RB) 

10,000,00
0 

3 dokumen  
(Evaluasi 
Renja, 

Evaluasi 
Renstra, 
Evaluasi 

RB) 

10,000,00
0 

2 
dokumen  
(Evaluasi 
Renja,Ev
aluasi RB) 

10,000,0
00 

2 
dokumen  
(Evaluasi 
Renja, 

Evaluasi 
RB) 

18,000,0
00 

11 
Dokumen 

63,000,0
00 

  

2.18.01.2.0
2 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

4,827,0
51,000 

1 laporan 
4,827,05

1,000 
1 laporan 

4,827,05
1,000 

1 
laporan 

4,827,0
51,000 

1 laporan 
4,827,0
51,000 

6 laporan 
24,135,2
55,000 

  

2.18.01.2.02
.01 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Gaji dan 
tunjangan 
ASN yang 
dibayarkan 

35 
orang 

490 
orang 

490 
orang 
bulan 
(35 

orang 
x14 

bulan) 

4,690,4
91,000 

490 orang 
bulan (35 
orang x14 

bulan) 

4,690,491
,000 

490 orang 
bulan (35 
orang x14 

bulan) 

4,690,491
,000 

490 orang 
bulan (35 
orang x14 

bulan) 

4,690,49
1,000 

490 orang 
bulan (35 
orang x14 

bulan) 

4,690,49
1,000 

2450 
orang 
bulan 

23,452,4
55,000 

  

2.18.01.2.02
.02 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Honorarium 
Pengelola 
Keuangan 
dan Aset 
yang 
dibayarkan 

154 
0rang 
bulan 

154 
orang 
bulan 
(11 

orang 
x14 

bulan) 

154 
orang 
bulan 
(11 

orang 
x14 

bulan) 

136,560
,000 

154 orang 
bulan (11 
orang x14 

bulan) 

136,560,0
00 

154 orang 
bulan (11 
orang x14 

bulan) 

136,560,0
00 

154 orang 
bulan (11 
orang x14 

bulan) 

136,560,
000 

154 orang 
bulan (11 
orang x14 

bulan) 

136,560,
000 

770 orang 
bulan (11 
orang x14 

bulan) 

682,800,
000 

  

2.18.01.2.0
3 

Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

40,000,
000 

1 laporan 
10,000,0

00 
1 laporan 

10,000,0
00 

1 
laporan 

10,000,
000 

1 laporan 
20,000,

000 
6 laporan 

90,000,0
00 

  

2.18.01.2.03
.01 

Penyusunan 
Perencanaan 
Kebutuhan Barang 

Jumlah 
dokumen 
yang disusun 

- - 
1 

dokume
n 

20,000,
000 

- - - - - - 
1 

dokumen 
10,000,0

00 
2 

dokumen 
30,000,0

00 
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Milik daerah SKPD 

2.18.01.2.03
.06 

Penatausahaan 
Barang Milik daerah 
pada SKPD 

Jumlah 
Laporan 
yang disusun 

- - 
1 

laporan 
20,000,

000 
1 laporan 

10,000,00
0 

1 laporan 
10,000,00

0 
1 laporan 

10,000,0
00 

1 laporan 
10,000,0

00 
5 laporan 

60,000,0
00 

  

2.18.01.2.0
5 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
pegawai - - 

60 
orang 

140,00
0,000 

60 orang 
30,000,0

00 
60 orang 

150,000,
000 

60 orang 
40,000,

000 
60 orang 

55,000,
000 

60 orang 
415,000,

000 
  

2.18.01.2.05
.02 

Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah 
pakaian 
dinas dan 
kelengkapan
nya 

- - 60 stel 
90,000,

000 
- - 60  stel 

100,000,0
00 

- - - - 60 stel 
190,000,

000 

  

2.18.01.2.05
.09 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi  

Jumlah 
Pegawai 
yang 
mengikuti 
pendidikan/
pelatihan 

5 Orang 3 orang 2 orang 
20,000,

000 
2 orang - - 

20,000,00
0 

2 orang 
20,000,0

00 
2 orang 

25,000,0
00 

8 orang 
85,000,0

00 

  

2.18.01.2.05
.11 

Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah 
Peserta 
Bimtek 4 Orang 5 orang 3 orang 

30,000,
000 

3 orang 
30,000,00

0 
3 orang 

30,000,00
0 

3 orang 
20,000,0

00 
3 orang 

30,000,0
00 

15 orang 
140,000,

000 

  

2.18.01.2.0
6 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

174,00
0,000 

1 laporan 
139,000,

000 
1 laporan 

115,000,
000 

1 
laporan 

135,704
,000 

1 laporan 
285,811

,000 
5 laporan 

849,515,
000   

2.18.01.2.06
.01 

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jenis 
komponen 
instalasi 
listrik dan 
penerangan 
bangunan 
kantor yang 
disediakan 

9 jenis 9 jenis 9 jenis 
3,500,0

00 
9 jenis 3,000,000 9 jenis 2,000,000 9 jenis 

2,000,00
0 

9 jenis 
6,000,00

0 
9 jenis 

16,500,0
00 

  

2.18.01.2.06
.02 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jenis 
komponen 
peralatan 
dan 
perlengkapa
n kantor 
yang 
disediakan 

4 jenis 4 jenis 4 jenis 
10,000,

000 
4 jenis 8,000,000 4 jenis 

10,000,00
0 

4 jenis 
11,704,0

00 
4 jenis 

50,000,0
00 

4 jenis 
89,704,0

00 

  

2.18.01.2.06
.03 

Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah 
peralatan 
rumah 
tangga 

10 jenis 10 jenis 10 jenis 
10,000,

000 
10 jenis 8,000,000 10 jenis 8,000,000 10 jenis 

8,000,00
0 

10 jenis 
20,000,0

00 
10 jenis 

54,000,0
00 

  

2.18.01.2.06
.04 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah 
bahan 
logistik 

5 jenis 5 jenis 5 jenis 
10,000,

000 
5 jenis 5,000,000 5 jenis 5,000,000 5 jenis 

10,000,0
00 

5 jenis 
14,000,0

00 
5 jenis 

44,000,0
00 

  

2.18.01.2.06
.05 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah 
barang 
cetakan dan 

- 
75.000 
lembar 

50.000 
lembar 

30,000,
000 

50.000 
lembar 

15,000,00
0 

50.000 
lembar 

10,000,00
0 

50.000 
lembar 

15,000,0
00 

50.000 
lembar 

40,000,0
00 

250.000 
lembar 

110,000,
000 
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Penggandaa
n 

2.18.01.2.06
.06 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah 
Bahan 
Bacaan/ 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

6 jenis 5 jenis 5 jenis 
10,000,

000 
5 jenis 

10,000,00
0 

5 jenis 
10,000,00

0 
5 jenis 

9,000,00
0 

5 jenis 
12,000,0

00 
5 jenis 

51,000,0
00 

  

2.18.01.2.06
.07 

Penyediaan 
Bahan/Material 

Jumlah 
bahan/mate
rial yang 
disediakan 

- - 10 buah 
6,000,0

00 
10 buah 5,000,000 10 buah 5,000,000 10 buah 

5,000,00
0 

10 buah 
8,811,00

0 
50 buah 

29,811,0
00 

  

2.18.01.2.06
.09 

Penyelenggaraan 
Rapat Kordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah 
Rapat 
Koordinasi 
dan 
konsultasi 
yang 
dilakukan 

- 15 kali 20 kali 
94,500,

000 
20 kali 

85,000,00
0 

20 kali 
65,000,00

0 
20 kali 

75,000,0
00 

20 kali 
135,000,

000 
100 kali 

454,500,
000 

  

2.18.01.2.0
7 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Laporan 
rencana 
kebutuhan 
barang 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

20,000,
000 

1 laporan 
475,000,

000 
1 laporan 

40,000,0
00 

1 
laporan 

100,000
,000 

1 laporan 
90,000,

000 
5 laporan 

725,000,
000 

  

2.18.01.2.07
.01 

Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
pengadaan 
kendaraan 
dinas 
perorangan 

- - - - 1 unit 
430,000,0

00 
- - - - - - 1 unit 

430,000,
000 

  

2.18.01.2.07
.02 

Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah 
pengadaan 
kendaraan 
dinas 
operasional 

- - - - - - - - 1 unit 
25,000,0

00 
- - 1 unit 

25,000,0
00 

  

2.18.01.2.07
.05 

Pengadaan Mebel Jumlah 
pengadaan 
mebel 

1 unit - - - 3 unit 
30,000,00

0 
- - 4 unit 

40,000,0
00 

- - 9 unit 
70,000,0

00 
  

2.18.01.2.07
.06 

Pengadaan  
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah  
Pemeliharaa
n Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya 

- 4 unit 4 unit 
20,000,

000 
4 unit 

15,000,00
0 

4 unit 
20,000,00

0 
4 unit 

15,000,0
00 

4 unit 
70,000,0

00 
15 unit 

140,000,
000 

  

2.18.01.2.07
.10 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 
pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
gedung 

- - - - - - 1 unit 
20,000,00

0 
- - 1 unit 

20,000,0
00 

1 unit 
40,000,0

00 

  

2.18.01.2.07
.11 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 
pengadaan 
sarana 
Prasarana 
Pendukung 

- - - - - - - - 1 unit 
20,000,0

00 
- - 1 unit 

20,000,0
00 
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Gedung 

2.18.01.2.0
8 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Laporan 
penyedia 
jasa  

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1,575,9
49,000 

1 laporan 1,549,94
9,000 

1 laporan 1,774,65
9,000 

1 
laporan 

1,899,4
00,000 

1 laporan 2,170,5
00,000 

5 laporan 8,970,45
7,000 

  

2.18.01.2.08
.01 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah 
Tagihan  
jasa surat 
menyurat 
yang 
dibayarkan 

5 bukti 
pembay

aran 

5 bukti 
pembay

aran 

5 bukti 
pembay

aran 

3,000,0
00 

5 bukti 
pembayar

an 

2,000,000 5 bukti 
pembayara

n 

2,000,000 5 bukti 
pembaya

ran 

3,000,00
0 

5 bukti 
pembayar

an 

5,000,00
0 

25 bukti 
pembayar

an 

15,000,0
00 

  

2.18.01.2.08
.02 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 Jumlah 
Tagihan 
rekening 
yang 
dibayarkan 

12  
bukti 

pembay
aran 

12  
bukti 

pembay
aran 

12  bukti 
pembay

aran 

40,000,
000 

12  bukti 
pembayar

an 

20,000,00
0 

12  bukti 
pembayara

n 

23,000,00
0 

12  bukti 
pembaya

ran 

25,000,0
00 

12  bukti 
pembayar

an 

40,000,0
00 

60   bukti 
pembayar

an 

148,000,
000 

  

2.18.01.2.08
.03 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah 
Tagihan  
jasa  
Peralatan   
dan   
Perlengkapa
n Kantor 
yang 
dibayarkan 

- 2 bukti 
pembay

aran 

2 bukti 
pembay

aran 

15,000,
000 

2 bukti 
pembayar

an 

10,000,00
0 

2 bukti 
pembayara

n 

10,000,00
0 

2 bukti 
pembaya

ran 

10,000,0
00 

2 bukti 
pembayar

an 

12,000,0
00 

10 bukti 
pembayar

an 

57,000,0
00 

  

2.18.01.2.08
.04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Gaji Non 
ASN yang 
dibayarkan 

672 
orang 
bulan 
(56 

orang 
x12 

bulan) 

672 
orang 
bulan 
(56 

orang 
x12 

bulan) 

672 
orang 
bulan 
(56 

orang 
x12 

bulan) 

1,517,9
49,000 

672 orang 
bulan (56 
orang x12 

bulan) 

1,517,949
,000 

672 orang 
bulan (56 
orang x12 

bulan) 

1,739,659
,000 

672 orang 
bulan (56 
orang x12 

bulan) 

1,861,40
0,000 

672 orang 
bulan (56 
orang x12 

bulan) 

2,113,50
0,000 

3360 
orang 
bulan 

8,750,45
7,000 

  

2.18.01.2.0
9 

Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Laporan 
pemelihara
an 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

75,000,
000 

1 laporan 
20,000,0

00 
1 laporan 

20,000,0
00 

1 
laporan 

20,000,
000 

1 laporan 
165,000

,000 
5 laporan 

300,000,
000 

  

2.18.01.2.09
.01 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
pemeliharaa
n kendaraan 
dinas 
perorangan 
atau jabatan 

- 1 unit 1 unit 
15,000,

000 
1 unit 

15,000,00
0 

1 unit 
15,000,00

0 
1 unit 

15,000,0
00 

1 unit 
20,000,0

00 
1 unit 

80,000,0
00 

  

2.18.01.2.09
.02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Jumlah 
pemeliharaa
n kendaraan 
dinas 
operasional 

- - - - - - - - - - 2 unit 
20,000,0

00 
2 unit 

20,000,0
00 

  

2.18.01.2.09
.05 

Pemeliharaan Mebel Jumlah 
pemeliharaa

- - 3 unit 
30,000,

000 
- - - - - - 2 unit 

15,000,0
00 

5 unit 
45,000,0

00   



 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Karimun 66 

 

 
 
  

n mebel 

2.18.01.2.09
.06 

Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah 
pemeliharaa
n Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya 

- 3 unit 5 unit 
30,000,

000 
2 unit 5,000,000 2 unit 5,000,000 2 unit 

5,000,00
0 

2 unit 
5,000,00

0 
13 unit 

50,000,0
00 

  

2.18.01.2.09
.09 

Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  
pemeliharaa
n gedung 

- - - - - - - - - - 1 unit 
35,000,0

00 
1 unit 

35,000,0
00 

  

2.18.01.2.09
.10 

Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 
pemeliharaa
n sarana dan 
prasarana 
gedung 

- 1 unit - - - - - - - - 1 unit 
35,000,0

00 
1 unit 

35,000,0
00 

  

2.18.01.2.09
.11 

Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 
pemeliharaa
n sarana dan 
prasarana 
Pendukung 
gedung 

- - - - - - - - - - 1 unit 
35,000,0

00 
1 unit 

35,000,0
00 

  

JUMLAH  
7.600.0
00.000 

 
7.714.000

.000 
 

7.829.710
.000 

 
7.947.15

5.000 
 

8.566.36
2.000 

 
39.657.2
27.000 
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alam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal 

dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun  perlu 

disusun tujuan dan sasaran didalamnya, sehingga program yang 

telah ditetapkan dapat tepat sasaran dan berfungsi sebagai penggerak dalam 

program yang telah ditetapkan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

telah menatapkan sasaran dalam setiap Program yang telah ditetapkan. 

Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat 

keberhasilan, pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. 

Indikator Kinerja sasaran yang mangacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

Kabupaten Karimun adalah : 
 

1. SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi 

Investasi 

 Indikator : 1. Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 
2. Persentase Kenaikan PMDN dan PMA 

 

Tabel 7.1 Indikator Kinerja 

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indikator sasaran OPD 
Th n-1 
(2021) 

Target 

Kondisi 
Akhir 

2022 2023 2024 2025 2026 

Nilai IKM Pelayanan 
Perizinan Penanaman 
Modal 
 

3.49 3.49 3.50 3.51 3.51 3.52 3.52 

Persentase Kenaikan PMA 
dan PMDN 
 

 6 9 10 12 14 14 

 
 
 
 

 

 

 
. 
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2. SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD 

 Indikator : Nilai AKIP 
 

Tabel 7.2 Indikator Kinerja 

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

 

 

Sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun untuk 5 (lima) Tahun ke 

depan yakni tahun 2021-2026, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

dimaksud adalah sebagai berikut  pada tabel 7.3 : 

 
Tabel 7.3 

Indikator Kinerja Utama 

Dinas Penanaman Modal dan PTSP  Tahun 2021-2026 

 

NO SASARAN INDIKATOR RUMUS 

1 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan dan 

Optimalisasi Investasi 
 

 

Nilai IKM Pelayanan 
Perizinan Penanaman 

Modal 
 

 
IKM Unit Pelayanan x 25 

Persentase Kenaikan 
PMA dan PMDN 

 

Jumlah Investasi Th n     x 100 % 
Jumlah Investasi Th n-1 

 

2 Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 
OPD 

 

Nilai AKIP Jelas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator sasaran OPD 
Th n-1 
(2021) 

Target 

Kondisi 
Akhir 

2022 2023 2024 2025 2026 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
OPD 
 

NA 76,30 76,30 76,40 76,40 76,50 76,50 
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encana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun periode 2021–2026 

merupakan panduan serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Karimun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun ini 

disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan 

dan sasaran) dan merupakan acuan kinerja sekaligus langkah awal untuk 

melakukan peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelaporan kinerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 

dalam kerangka mewujudkan visi dan misi  Kabupaten Karimun yang telah 

didispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. 

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam 

Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan 

kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L 

untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Karimun. Hal 

strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun ini 

akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Karena itu Renstra ini 

harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun serta 

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Harus dipastikan 

bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Karimun merupakan solusi yang paling tepat untuk menunjukkan target 

kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan target kinerja 

sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Karimun.  

Melalui perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang 

kondusif,maka pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan investasi 

dilakukan secara sistematis, bertahap, terukur dan berkesinambungan guna 
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mewujudkan  good governance dan clean government sebagai bagian dari 

pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari 

semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja 

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Karimun. 
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